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ABSTRAK

Riyan Feriyanto Efendi, 2019. Relasi antara Pendidikan Politik dan
Partisipasi Politik (Studi Kasus Terhadap Rendahnya Partisipasi
Politik Pemilih di Kecamatan Waru pada Pemilihan Bupati Sidoarjo
Tahun 2015). Skripsi Program Studi llmu Politik Fakultas IImu
Sosial dan lImu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Partisipasi Politik, Rendahnya
Partisipasi Pemilih.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah
menganalisis relasi Pendidikan dan Partisipasi politik khususnya
pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2015
di Kecamatan Waru. Hal ini dikarenakan data dari KPU Sidoarjo
yang menunjukan di Kecamatan Waru masih sangat minim sekali
warga yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2015 lalu. Skripsi ini juga bertujuan
mengetahui sejauh mana warga di Kecamatan Waru memahami
pendidikan politik dan pentingnya keikut sertaan mereka pada saat
pemilu. Selain itu, skripsi ini juga bertujuan untuk mengetahui
faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat partisipasi warga
Kecamatan Waru pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Sidoarjo Tahun 2015.

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif analisis
deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara,
dokumentasi, dan buku-buku, data-data yang berhubungan dengan
penelitian diatas. Hasil dari penelitian dan temuan di lapangan
menunjukan bahwa warga di Kecamatan Waru masiih minim sekali
dalam pendidikan politik dan pendidikan politik jarang diberikan
oleh lembaga-lembaga tertentu bahkan sampai tidak ditemukan
sehingga menimbulkan partisipasi yang sekedar ikut-ikutan serta
pengaruh dari luar yang tanpa ada kesadaran dari masing-masing
individu. kurangnya pendidikan politik bagi warga di Kecamatan
Waru berdampak pada rendahnya partisipasi warga Kecamatan
Waru dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun
2015. Adapun dari hasil penelitian menunjukan bahwa yang
mempengaruhi rendahnya partisipasi wrga adalah kesibukan sehari-
hari, kurangnya kepercayaan kepada kandidat-kandidat yang
mencalonkan, dan program-progam yang tidak jelas.

Sejalan dengan hasil penelitian diatas maka agar para
lembaga-lembaga yang terkait lebih meningkatkan program-program
pendidikan politik bagi wrga khususnya di Kecamatan Waru agar
dapat menekan angka warga yang tidak berpartisipasi pada pemilu.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu adalah suatu bentuk pesta demokrasi bagi Negara yang
menganut sistem kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Karena pemilu
adalah proses dimana rakyat berperan aktif dalam politik dengan cara ikut
serta dalam memilih siapa saja yang akan duduk di kursi pemerintahan.
Pemilu dilakukan setiap lima tahun sekali baik di tingkat desa, kabupaten,
kota, dan tingkat nasional. Dalam pemilu ada hasil yang harus dicapai yaitu
proses pemilihan pemimpin yang akan menduduki kursi pemerintahan
selama lima tahun mendatang.

Di Indonesia sendiri pemilu sudah dilakukan mulai dari awal tahun 1955
sampai pada saat ini. Pada tahun 2004 pemilihan presiden dan wakil
presiden benar-benar dipilih oleh rakyat secara langsung tanpa ada perantara
atau melalui perwakilan-perwakilan seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Setiap semua warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama pada pemilu
baik tingkat lokal maupun pada tingkat nasional, dimana mereka memiliki
hak atas suara dan hak untuk memilih pemimpin yang menurut mereka
pantas untuk menduduki kursi pemerintahan selama lima tahun. Sebagai
pelaku kegiatan politik, baik politik ditingkat daerah sampai ditingkat
Nasional, sehingga pemilu dapat berjalan seperti yang diharapkan. Pemilih

memiliki peran dalam pemilu baik pemilihan tingkat kepala daerah



legislative maupun tingkat pemilihan presiden. Pemilih memiliki peran
dalam berjalannya demokrasi.

Di Indonesia sendiri seorang warga Negara bisa turut dalam pemilihan
umum di usia 17 tahun. Sebagai pelaku pemilih selalu dianggap tidak
memiliki pendidikan pada pemilu sehingga sangat mudah sekali untuk
dipengaruhi oleh lingkungan. Namun dengan ketiadaan pendidikan tidak
menutup keterbatasan menyalurkan aspirasi berpolitik, berupa keikut sertaan
dalam pemilu sebagai pemilih pemula sehingga tidak menutup
kemungkinan adanya pengaruh dari lingkungan tempat tinggal atau lainnya.
Adanya pengaruh seperti penyebaran informasi-informasi pada individu satu
ke yang lainnya atau biasa disebut dengan sosialisasi politik menunjuk
kepada proses pembentukan sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku
tertentu.’

Dunia perpolitikan di tingkat lokal sering melahirkan dinamika baru
dalam memahami arti politik. Seiring dengan perkembangan politik di
tingkat lokal maka tidak menutup kemungkinan berbagai macam perilaku
individu dalam menyikapi politik, terutama dalam pemilu. Pemilih
merupakan demokrasi bersifat partisipasi, dimana rakyat sebagai individu
menjadi penentu jalannya bentuk demokrasi melalui pemilu diwilayah
maupun Negara dengan cara memberikan suara secara langsung.

Kesadaran akan politik individu menjadi faktor pengaruh partisipasinya

dimana masyarakat meliki pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya diri

! Komarudin Sahid, Memahami Sosiologi Politik, (Bogor: Ghalia Indonesia 2011).
198



mereka untuk terlibat dalam proses politik baik pada pemilu maupun
lainnya seseorang untuk terlibat dalam proses politik. menurut R. Hayer dia
memaparkan bahwa “Pendidikan politik adalah usaha untuk menciptakan
individu yang bertanggung jawab pada partisipasinya diproses politik” 2

Dilihat dari tingkat kesadaran para individu dalam pilbup, menunjukkan
masalah yang didasarkan pada minimnya pengetahuan politik, sehingga
memunculkan beberapa sikap individu dalam berpartisipasi politik dipemilu
seperti individu yang menggunakan hak pilih pada saat dilakukannya pemilu
hingga individu yang memilih untuk tidak ikut serta dalam pemilihan umum
atau biasa disebut golongan putih. Hal ini juga dikarenakan adanya
pengaruh-pengaruh dari luar ataupun tekanan dari luar seperti pengaruh
lingkungan, keluarga, tempat kerja, teman maupun sekolah. Partisipasi
seseorang dipengaruhi oleh keadaan sosial masyarakat (pendidikan dan
sosial) dan faktor alam sekitar atau lingkungannya.® Adapun individu yang
ikut serta dalam pemilih karena pendekatan apa yang dilakukan oleh calon
kandidat-kandidat.

Dengan dialakukannya pendidikan politik maka sangatlah berbeda cara
berpartisispasi antara individu yang melek politik dengan individu yang
tidak memahami politik, dan tidak menutup kemungkinan pula cara
berpolitik individu yang tinggal di pedesaan dengan mereka yang tinggal di

perkotaan. Cara berpolitik antara desa dengan wilayah perkotaan sangatlah

2 Kartini Kartono, Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang
Dewasa, (Bandung: CV. Mandar Maju 2009). 65

3 Sudijono Sastroatmodjo, Perilaku Politik (Semarang: IKIP Semarang Press
1995). 369



berbeda. Karena rata-rata mereka yang bertempat tinggal dikota, semuanya
hampir “melek politik”. Menurut Rusadi Kantaprawira dalam buku Sistem
Politik Indonesia. Pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pemahaman
individu agar mereka dapat berpartisipasi menggunakan hak pilihnya secara
maksimal dalam sistem politiknya.* Sedangkan politik adalah usaha
menggapai kehidupan yang lebih baik.®

Diera pasca reformasi ini rakyat memiliki hak-hak atas dirinya dalam
kehidupan bebangsa dan bernegara. Masing-masing individu memiliki hak
untuk menyampaikan pendapat dan turut serta mengawal dan mengawasi
pemerintahan yang berjalan. Sejak peristiwa runtuhnya orde baru tahun
1998 Negara kita menganut sistem demokrasi dimana kekuasaan tertinggi
ada ditangan rakyat. Peran dari pemilih di akhir-akhir ini sangat di butuhkan
karena mengingat banyaknya perilaku politik yang menyimpangi di era
demokrasi ini, seperti halnya budaya money politic saat ketika akan di
adakannya pemilu. Dimana kebiasaan ini dilarang oleh Negara maupun
ajaran islam mengenai suap. Dengan ini dibutuhkan kesadaran individu,
apalagi bagi mereka para pemilih yang baru mengenal bagian politik dari
“pemilu” saja. Menurut Miriam Budiardjo partisipasi politik erat sekali

kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya

4 Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia (Bandung: Sinar Baru Algensindo
1999), 97

5 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar llmu Politik ( Jakarta:Gramedia Pustaka Utama;
2008),



diperintah, orang kemudian menuntut diberikannya hak bersuara dalam
penyelenggaraan pemerintah.®

Maka menurut peneliti sangat dibutuhkannya kesadaran dan pemahaman
individu terhadap pentingnya pemilu karena satu suara sangat berpengaruh.
Maka perlu adanya kesadaran setiap pemilih terhadap politik demi
memperkecil tingkat golput, ataupun money politic dikalangan masyarakat
dan individu. Dan memberikan arahan agar masing-masing dari individu
dapat “melek politik”. Pendidikan politik diharapkan mampu untuk
melahirkan individu yang dapat bertanggung jawab terhadap sikap ataupun
tindakannya terhadap proses politik tanpa ada gangguan dari pihak
manapun.’

Dalam skripsi ini akan dibahas tentang bagaimana Relasi Antara
Pendidikan Politik dan Partisipasi Politik Studi Kasus Terhadap Rendahnya
Partisipasi Politik Pemilih di Kecamatan Waru, karena letak wilayahnya
berada di kota besar dan rata-rata dari individu banyak yang tergolong dari
keluarga berpendidikan tinggi mulai dari PNS mahasiswa pengusaha dan
buruh pabrik birokrat. Berada di kota besar tidak menjamin bahwa semua
warga mengerti pentingnya partisipasi mereka pada pemilu karena jika
dilihat dari data pemilihan Bupati Sidoarjo tahun 2015 antara jumlah
pemilih tetap dengan jumlah pengguna hak pilih sangat tidak relevan karena
jumlah pemilih di Kecamatan Waru yang menyumbangkan suaranya turun

derastis lebih rendah dari Kecamatan Taman dan Sidoarjo. Maka berangkat

® 1bid., 369
7 Kartini Kartono, Wawasan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional.
(Bandung: Penerbit CV Mandar Maju). 112



dari data yang diperoleh menumbuhkan suatu permasalahan bagi peneliti
mengingat kecamatan Waru adalah penyumbang jumlah pemilih tetap
terbanyak, akan tetapi jika dilihat dari jumlah suara sah yang di peroleh
kecamatan Waru justru berada pada posisi ketiga sebagai penyumbang suara
sah. Tentu perilaku yang seperti ini dipengaruhi minimnya pemahaman
warga tentang pentingnya partisipasi mereka. Partisipasi politik ialah
kegiatan warga Negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan
pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin
pemerintahan.®

Maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kecamatan Waru masih ada
banyak warga yang belum mengerti arti pentingnya pemilu atau adakah
faktor-faktor lain yang mendukung atau justru malah menjatuhkan
partisipasi pemilih di kecamatan Waru. Kemudian upaya apa saja yang telah
dilakukan oleh setiap individu dalam berpartisipasi politik pada pemilihan
Bupati Mengingat Kecamatan Waru merupakan penyumbang Pemilih
Pemula terendah di Kabupaten Sidoarjo pada pemilu tahun 2015 vyaitu
sebanyak 381 pemilih pemula. Di kutip dari Meriam Budiardjo berpendapat
bahwa di negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak
partisipasi masyarakat lebih baik.® Namun pada contoh kasus pemilihan
Bupati tahun 2015 lalu kecamatan Waru berada pada urutan pertama dari 18
kecamatan yang jumlah pemilih, terbanyak yaitu, sekitar 144.604 kemudian

disusul oleh Kecamatan Taman, dan Sidoarjo, dengan perolehan Suara Sah

8 Ramlan Surbakti, Memahami limu Politik, (Jakarta: PT Grasindo 2010). 186
® Miriam Budiardjo, Dasar-dasar llmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
2008). 369



masih di bawah Kecamatan Sidoarjo, dan Taman yaitu, 60.097 suara. Maka
berangkat dari beberapa data yang diperoleh peneliti ingin mengetahui
apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi pemilih
dalam memberikan suara pada pemilihan Bupati Sidoarjo pada tahun 2015
di Kecamatan Waru.

Dimana juga tidak menutup kemungkinan dengan masing-masing
individu masih labil sekali dalam memahami arti dari suatu politik. Karena
pada kasus yang terjadi saat diadakannya pemilihan umum, meliputi
pemilihan dari tingkat yang terendah seperti pemilihan Lurah, Bupati,
maupun tingkat yang lebih tinggi tidak terlepas dari kebiasaan buruk
masyarakat yaitu, dimana pada setiap akan diadakannya pemilihan selalu
ada embel-embel pemberian hadiah, meskipun cara yang di tempuh tidak
langsung terang-terangan. Biasanya para calon kandidat maupun tim sukses
tertentu selalu mengadakan kegiatan pemberian hadiah, meskipun cara yang
ditempuh tidak terang-terangan. Seperti contoh kasus pada saat akan
diadakannya pemilihan Lurah dan Bupati tahun lalu, terutama pada saat
masa kampanye, di Desa-desa yang ada di Kecamatan Waru maka tidak
terlepas dari kebiasaan pemberian hadiah melalui jantung sehat atau dengan
cara yang lain. Maka berangkat dari kebiasaan tersebut saya ingin
mengetahui bagaimana mereka para pemilih dalam menyikapi pemilu.
Karena pemilu merupakan ajang pesta demokrasi bagi Negara yang

menganut sistem tersebut, memilih pemimpin tanpa adanya intimidasi dan



iming-iming hadiah merupakan cara yang bijak untuk menciptakan generasi

yang lebih baik.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Relasi antara Pendidikan Politik dan Partisipasi Politik di
Kecamatan Waru?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat rendahnya
Partisipasi Politik Pemilih diKecamatan Waru pada Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk Relasi antara Pendidikan
Politik dan Partisipasi Politik Pemillih di Kecamatan Waru.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat
Rendahnya Partisipasi Politik Pemilih di Kecamatan Waru pada

Pemilihan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Sumbangan pemikiran yang ilmiyah dan diharapkan bermanfaat bagi
pembaca dan masyarakat Kkhususnya dalam mengembangkan

pengetahuan di bidang pendidikan politik.



2. Dan semoga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pandangan
atau rujukan dalam upaya menganalisis Pendidikan Politik dan

Partisipasi Politik bagi Pemilih dalam Pemilu.

E. Definisi Konseptual

Agar lebih mudah memahami penulisan penelitian ini, maka penulis
akan menjelaskan pengertian dari kata atau istilah penting dalam definisi
konseptual ini yang belum diketahui maksudnya, antara lain:

1. Partisipasi Politik: keterlibatan seseorang baik secara emosi maupun
mental seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung
jawab di dalamnya. “Partisipasi Politik ialah kegiatan warga Negara
biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan
kebbijakan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin
pemerintahan”.°

2. Pendidikan Politik : Usaha membentuk seseorang menjadi partisipan
yang bertanggung jawab dalam politik.}! Pendidikan mengenai
politik yang diberikan kepada individu dengan tujuan agar melek
politik.

3. Pemilih: Seorang individu yang sudah genap berusia 17 tahun atau
sudah kawin dan, ikut serta dalam pemilihan umum, memiliki hak

dan tanggung jawab untuk berpartisipasi ke ikut sertaanya dalam

10 Ramlan Surbakti, Memahami IImu Politik (Jakarta: PT Grasindo 1992). 118
11 Kartini Kartono, Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang
Dewasa, (Bandung: CV. Mandar Maju 2009). 64
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menggunakan hak pilihnya di pemilu baik pemilihan Presiden
maupun pemilu tingkat wilayah dan desa.

. Pemilihan Bupati: merupakan suatu ajang pesta demokrasi yang di
selenggarakan di tingkat daerah yang bertujuan untuk memilih

seorang Bupati dan Wakil Bupati di suatu kabupaten.



BAB Il

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa sumber dari penelitian-penelitian sebelumnya yang
dirasa ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan dengan tujuan
untuk memudahkan peneliti dalam melakukan kajian pustaka dari penelitian
sebelum-sebelumnya sebagai berikut:

Pertama, tulisan Kamaluddin (2016) yang berjudul “Pendidikan Politik
Hubungannya dengan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Labuja
Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros (Analisis Terhadap Pilkada Serentak
Tahun 2015)”. Penelitian ini memaparkan bahwa partisipasi pemilih di desa
tersebut masih kurang baik dikarenakan kurangnya pemahaman warga desa
tentang apa itu pesta demokrasi melalui pemilu, Sehingga lebih memilih
untuk golput. Pemilih di desa tersebut juga dipengaruhi jenis kelamin
ekonomi sosial pendidikan, pekerjaan, kelas, pendapatan, dan agama.

Kedua, tulisan Topan Umboh (2014) yang berjudul “Partisipasi Politik
Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Minahasa
Tenggara Studi Kasus di Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa
Tenggara” penelitian ini memaparkan bahwa jika kurangnya kesadaran para
pemilih menjadi salah satu pengaruh partisipasi pemilih pada saat pemilu.
Kurangnya pengalaman juga menjadi salah satu faktor penghambat

partisipasi pemilih.

11
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Ketiga, tulisan Fitri Wulan Sundari (2017) yang berjudul “Faktor
Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Pelalawan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2015”
penelitian ini  memaparkan bahwa kurangnya kesadaran maupun
pemahaman tentang pentingnya partisipasi politik juga menjadi faktor
tingkat rendahnya partisipasi pada saat pemilu, adapun kurangnya
kepercayaan terhadap kandidat maupun pemerintah karena tiadanya kerja
yang nyata menjadi salah satu faktor penghambat partisipasi politik.
kesibukan pekerjaan juga menjadi pengaruh rendahnya partisipasi pemilih di
kecamatan tersebut.

Keempat, tulisan Dwi Kharisma (2014) yang berjudul “Peran
Pendidikan Politik terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda” penelitian ini
memaparkan bahwa belum berjalannya pendidikan politik menjadi salah
satu kendala pemilih muda saat berpartisipasi pada pileg 2014 di Kota
Manado. Pemilih muda di Kota Manado tetap ikut serta dalam pileg namun
keikut sertaan mereka hanya bersifat konvensional, hanya sekedar
pemberian suara bukan karena atas pertimbangan yang matang sehingga
para pemilih muda gampang terpengaruh oleh lingkungan sekitar, keluarga
maupun mudah untuk dimobilisasi oleh kelompok-kelompok tertentu.

Kelima, tulisan Khairunnisa (2017) yang berjudul “Partisipasi Politik
dan Perilaku Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Presiden 2014 (Studi
pada Siswa Lembaga Pendidikan non Formal BTA 45 Tebet, Jakarta

Selatan)” penelitian ini memaparkan bahwa lembaga pendidikan nasional
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tidak memiliki pengaruh cukup besar kepada pemilih pemula terkait pilihan
politiknya. Pemilih pemula pada saat pilpres 2014 dilakukan sangat antusias
ditambah lagi pemilih pemula dalam menyalurkan hak politiknya tanpa ada
tekanan dari pihak manapun termasuk orang tuanya. Saat menentukan
pilihan siswa lebih objektif dengan cara melihat visi misi serta menilai
antara kandidat satu mana yang lebih unggul dibandingkan kandidat
satunya.

Maka dapat di simpulkan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang
menjadi perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh penulis dengan yang lain
adalah pembahasan yaitu, peneliti lebih menekankan pada relasi pendidikan
politik dan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Waru, karena
menurut peneliti pada awal penelitian yang dilakukan dan dengan data yang
diperoleh dari KPU kabupaten Sidoarjo sehingga muncul suatu
permasalahan yang diakibatkan tidak relevannya antara jumlah pemilih tetap
dengan pengguna hak pilih.

Jika melihat hasil kinerja pemerintah sebelumnya yang tidak ada
menghasilkan pekembangan dan perubahan nyata yang dirasakan oleh
warga menjadikan setiap warga yang memiliki hak suara pada pemilu engan
untuk berpartisipasi pada pemilu. Hal demikian juga berpengaruh kepada
hilangnya kepercayaan warga terhadap kandidat yang mencalonkan pada
pemilihan Bupati Sidoarjo tahun 2015 lalu. Pekerjaan yang tidak bisa
ditinggal menjadikan warga malas untuk datang ke TPS dan menggunakan

hak suaranya, karena kebutuhan sehari-hari mereka dapat terpenuhi jika
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mereka bekerja rata-rata warga di Kecamatan Waru bekerja sebagai swasta
sehingga mereka lebih mengutamakan pekerjaan dibandingkan berpartisipsi

pada pemilu.

B. Kajian Pustaka

1. Partisipasi Politik

Menurut Rusadi Kantaprawira dalam buku Sistem Politik Indonesia.
Pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pemahaman individu agar
mereka dapat berpartisipasi menggunakan hak pilihnya secara maksimal
dalam sistem politiknya.'?> Sesuai paham demokrasi rakyat maka, rakyat
dituntut mampu untuk menjalankan tugas partisipasi. sumber-sumber
pendidikan politik dapat diperoleh berdasarkan bentuk-bentuk yang ada
seperti:

a. Bahan bacaan seperti surat kabar, internet, Koran dan lainnya yang
ada hubungannya dengan politik mampu publikasi yang biasa
membentuk pemahaman umum.

b. Melalui media seperti televisi dan radio

c. Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti lingkungan,
sekolah, dan lembaga yang terkait lainnya.

Partisipasi juga dapat disebut dengan jantung dari pemilu dan

demokrasi, tanpa partisipasi pemilu dan demokrasi menjadi kehilangan

makna. Partisipasi berperan sebagai tolak ukur kedaulatan rakyat dimana

12 Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia (Bandung: Sinar Baru
Algensindo 1999), 97
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rakyat ikut serta dalam kegiatan politik yang melahirkan kebijakan.
Sehingga melahirkan prinsip demokrasi yang berdasarkan “pemerintahan
dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menemukan wujud konkretnya”.3

Miriam Budiardjo, “memandang partisipasi politik sebagai kegiatan
individu maupun sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam
kehidupan politik, misalnya dengan acara memilih pemerintah. maka secara
langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan Negara.* Maka
penting menjadikan pemilih sebagai individu yang sadar akan hak dan
kewajibannya seperti contoh kecil pada saat dilakukannya pemilu,
memanfaatkan hak pilihnya untuk kemajuan demokrasi optimalisasi
kepentingan rakyat. Partisipasi politik sering kali dihubungkan dengan

demokrasi politik, perwakilan, dan partisipasi tak langsung ”.*®

2. Pendidikan Politik

Ramlan Surbakti pada bukunya Memahami Ilmu Politik. berpendapat
bahwa sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan
indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik
diantara pemberi dan penerima pesan.'® Melalui proses pendidikan ini para

anggota politik melalui nilai-nilai sampai mempelajari simbol-simbol politik

13 Sahya Anggara, Sistem Politik Indonesia (Bandung, CV Pustaka Setia: 2013).

275

14 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar llmu Politik ( Jakarta, Gramedia Pustaka Utama;
2008). 367

15 Komarudin Sahid, Memahami Sosiologi Politik (Bogor, Ghalia Indonesia;
2011). 177

16 Ramlan Surbakti, Memahami IImu Politik (Jakarta: PT Grasindo 2010), 150
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yang ada. Pendidikan politik juga dapat diperoleh dari lingkungan, sekolah,
pemerintah, dan partai politik.

Menurut Kartini Kantono dalam hukumnya “pendidikan politik identik
dengan pembentukan hati nurani politiik, yang di dalamnya secara implicit
mencakup rasa tanggung jawab ethis terhadap sesama warga Negara.l””
Maka dari itu pendidikan politik harus diselingi dengan kesadaran bersama
sebagai warga Negara yang sama sehingga dalam mengambil keputusan
sesuai dengan hati nurani dan dapat di pertanggung jawabkan bersama
dalam membangun Negara dan menjunjung nilai-nilai demokrasi.

Dalam pendidikan politik tidak hanya diberikan pemahaman peristiwa-
peristiwa politik dan konflik yang diutamakan, akan tetapi justru
menekankan aktivitas politik secara sadar dan benar, sesuai dengan asas-
asas demokrasi sejatai.'® Dengan demikian setiap individu dituntut untuk
bijak dan aktif dalam mengambil keputusan yang mencakup Negara dan

tidak hanya focus dalam konflik ataupun kebijakan politik.

3. Pemilih

Menurut KPU Republik Indonesia dalam Buku Pedoman Pendidikan
Pemilih, dituliskan bahwa, pemilih adalah mereka yang ikut serta dalam
menggunakan hak pilihnya pemilu baik ditingkat daerah maupun ditingkat
nasional seperti pemeilihan presiden. Rata-rata dari para pemilih yang

berusia 17-21 tahun masih menempuh pendidikan. Menurut Firmanzah

17 Kartini Kartono, Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang
Dewasa, (Bandung: CV. Mandar Maju 2009). 79
18 |bid., 81
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pemilih adalah semua pihak yang memiliki hak suara pada pemilu mereka
menjadi tujuan utama para kandidat yang mencalonkan untuk memperoleh
suara dengan cara mempengaruhi serta memberikan keyakinan terhadap
pemilih agar memberikan suaranya kepada kandidat yang bersangkutan .*°
Pemilih menjadi sasaran strategis para elite politik setiap akan
diadakannya pemilu begitupun dengan pemilih pemula menjadi sasaran
yang cukup mudah untuk dipengaruhi dan mudah untuk diarahkan sesuai
dengan apa yang diinginkan elite politik maupun para kandidat yang
mencalonkan. Maka sangat dibutuhkan kesadaran dan pemahaman bagi
individu-individu yang memiliki hak suara pada pemilu sebagai bekal pada

pemilu-pemilu mendatang.

C. Kerangka Teori

1. Teori pendidikan Politik

Kantaprawira memandang bahwa pendidikan politik sebagai upaya
meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi
secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan
rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas
partisipasi.?’ Dari kutipan diatas maka Pendidikan Politik terhadap pemilih
bertujuan untuk membangun masyarakat dan berupaya menciptakan

individu yang berkualitas dan berwawasan luas berdasarkan prinsip dan

9 Firmanzah, Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas (Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia). 102.

20 Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia, (Bandung: Sinar Baru Algensindo
1999). 54
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undang-undang dasar dan pancasila. Pendidikan politik kerap sekali
dipandang dengan rangka memberikan pengarahan sebagai proses dialog
antara individu pendidikan, baik melalui sekolah, seperti lembaga
pemerintahan, maupun partai politik, individu diberikan arahan baik melalui
pendidikan politik bertujuan menumbuhkan pemahaman individu terhadap
nilai-nilai politik sehingga diharapkan menumbuhkan pemahaman politik
yang positif.

Pendidikan politik pada dasarnya adalah pengetahuan atau pendidikan
yang diberikan untuk orang dewasa.?! Tidak ada pengetahuan ataupun
pendidikan khusus yang diberikan kepada setiap individu mengenai politik
baik saat dibangku pelajar maupun sampai perguruan tinggi. Akan tetapi
pendidikan politik itu pada dasarnya merupakan aktifitas pendidikan
individu yang terus menerus kembang di dalam diri masing-masing
individu, sehingga individu yang bersangkutan lebih mampu memahami
dirinya sendiri dan situasi kondisi lingkungan sekitarnya. Yang lebih
menekankan relasi individu dengan individu lain, atau individu dengan
masyarakatnya ditengah medan sosial: dalam satu konteks politik, dengan
kaitannya pada aspek-aspek sosial ekonomi budaya.

Pendidikan politik merupakan bentuk pengetahuan yang diberikan
kepada individu dengan tujuan untuk melahirkan individu yang sadar akan
tanggung jawabnya dan partisipasinya dipolitik untuk individu mendapatkan

tujuan politik. Dalam buku pendidikan politik Kartini Kartono yang dikutip

21 Kartini Kartono, Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang
Dewasa, (Bandung: CV. Mandar Maju 2009). 63
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dari pendapat R. Hayer dia memaparkan bahwa “Pendidikan politik adalah
usaha untuk menciptakan individu yang bertanggung jawab pada
partisipasinya diproses politik” .2

Tidak diragukan lagi bahwa dari setiap individu sangat dituntut dalam
berwawasan tentang politik agar dapat menciptakan suatu generasi yang
melek politik, dan juga bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan
dalam suatu keputusan yang mencakup politik. Tujuan dari pendidikan
politik adalah untuk membangun generasi yang sadar politik, sadar akan hak
dan kewajiban politiknya selaku warganegara, disammping sadar akan
kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan politik yang dilakukan pada saat akan diadakannya pemilu
adalah pendidikan yang bertujuan untuk menyalurkan nilai-nilai
pemahaman politik baik pada saat pemilihan umum maupun dalam
kehidupan berdemokrasi meliputi berbangsa dan bernegara. Maka adanya
pendidikan politik bagi individu, diharapkan mampu untuk mengerti situasi
perpolitikan yang penuh konflik, berani mengambil keputusan dan
memberikan Kkritik yang bersifat membangun bagi masyarakat bukan hanya
kritik yang bersifat menjatuhkan. Pendidikan politik juga meliputi
bagaimana sikap kita ketika sedang dihadapkan pada suatu masalah yang
berkaitan dengan politik. Akhir-akhir ini pendidikan politik juga diberikan
ketika akan memasuki pemilu, dimana pendidikan politik diberikan untuk

menciptakan individu yang mampu bertanggung jawab memberikan suara

22 1bid., 65
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pada pemilu tingkat daerah maupun presiden. Karena pemilu merupakan
suatu kegiatan politik yang bertujuan untuk memilih pemimpin yang akan
menduduki kursi pemerintahan maka dengan pendidikan politik sangat
diharapkan bagi setiap individu dapat bertanggung jawab atas apa yang telah
dilakukan.

Pendidikan politik diharapkan mampu untuk melahirkan individu yang
dapat bertanggung jawab terhadap sikap ataupun tindakannya terhadap
proses politik tanpa ada gangguan dari pihak manapun .23 Politik yang baik
tentu menjadi salah satu acuan penghasil masyarakat yang demokratis,
karena jika yang berlaku adalah budaya politik yang kurang baik atau
paksaan atau lain sebagainya akan menjadikan demokrasi kehilangan makna
sehingga menimbulkan masyarakat yang tidak terkontrol saat menyalurkan
aspirasinya pada politik. maka berangkat dari sinilah kaitannya pendidikan
politik menjadi sarana untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis.
Kesadaran seseorang bahwa dirinya juga terlibat dalam kegiatan politik baik
itu dalam partisipasinya di pemilu ataupun lainnya merupakan suatu contoh
terciptanya masyarakat yang demokratis.

Pendidikan politik penting diberikan kepada segala lapisan masyarakat.
Karena pendidikaan ditujukan untuk membentuk kesadaran bagi setiap
individu sehingga dapat menyalurkan hak dan kewajibannya tidak hanya
saat pemilu saja. Pendidikan politik diberikankepada individu akan tetapi

agar mengerti setiap apa yang sedang terjadi dinegaranya.

23 Kartini Kartono, Wawasan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional.
(Bandung: Penerbit CV Mandar Maju). 112
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Pendidikan politik juga bertujuan agar setiap individu lebih bertanggung
jawab lagi dan lebih bijak dalam memberikan aspirasinya berupa masukan

maupun Kritik terhadap pemerintah atau Negara.

2. Sosialisasi Politik

Pelaksanaan sosialisasi politik, yang dimaksud dengan sosialisasi politik
lalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota
masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota
masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang
berlangsung dalam masyarakat.?*

Dari segi penyampaiaan pesan, sosialisasi politik dibagi menjadi dua
yakni, pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Proses ini, para anggota
masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norna-norma, dan simbol-
simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti
sekolah, pemerintah, dan partai politik.

Yang dimaksud dengan indoktrinasi politik ialah proses sepihak
ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk
menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa
ideal dan baik. Dalam melakukan kegiatan sosialisasi politik Rush dan

althoff mengatakan.?

24 Selengkapnya dapat dibaca Richad E. Dawson dan Kenneth Prewitt. 1968.
Political Socialiation Boston: Little, Brown and Co. Dalam buku Ramlan Subakti,
Memahami ilmu politik, him 149.

25 Elly dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group 2013), 173
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a. Imitasi, Melalui imitasi seseorang individu meniru terhadap tingkah laku
individu lainnya.

b. Intruksi, Gaya ini banyak berkembang dilingkungan militer ataupun
organisasi lain yang terstruktur secara rapi melaui rantai komando.
Melalui intruksi, seorang individu diberitahu oleh orang lain mengenai
posisinya didalam sistem politik apa yang harus mereka lakukan,
bagaimana, dan untuk apa.

c. Motivasi, Melalui cara ini individu belajar langsung dari diri sendiri
dengan cara membandingkan pendapat maupun perilaku sendiri dengan
individu lainnya.

Sosialisasi politik adalah proses menyebarluaskan informasi-informasi
politik seseorang atau public agar berbuat sesuatu seperti yang dikehendaki
oleh pihak yang memberikan sosialisasi . Sosialisasi politik juga dapat
berupa pendidikan politik bagi seseorang untuk dijadikan suatu
pembelajaran melalui sosialisasi —sosialisasi yang telah diberikan.

Sosialisasi politik menunjuk kepada proses pembentukan sikap-sikap
politik dan pola-pola tingkah laku tertentu.?® Jadi sosialisasi politik
mempengaruhi proses pembentukan kepribadian terjadi melalui sebuah
proses yang disebut interaksi. Interaksi sosial secara tak langsung
membentuk kepribadian, proses ini terjadi dimana individu yang
tersosialisasi menyaksikan proses sosial melalui pendengaran, penglihatan,

maupun seluruh indranya berbagai tingkah laku orang-orang yang berada

26 Komarudin Sahid, Memahami Sosiologi Politik, (Bogor: Ghalia Indonesia
2011). 198
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disekitarnya. Pola-pola interaksi yang disaksikan tersebut selanjutnya
dicerna, dalam mentalnya sehingga membentuk pola-pola tingkah pekerti
baginya.

Selain melalui Sosialisasi, terjadinya proses pembentukan kepribadian
dapat terjadi melalui pendidikan dan pengajaran. Sosialisasi politik adalah
istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses dengan jalan mana
orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik.
Adapun sarana yang dapat dijadikan sebagai perantara dalam sosialisasi
politik, seperti:

a) Keluaraga,

Keluarga merupakan salah satu dari unsur terkecil dari suatu lembaga
dimasyarakat. Keluarga adalah agen yang membentuk kepribadian individu
dalam anggotanya, maka tidak menutup kemungkinan juga jika sering
terjadi obrolan politik ringan tentang segala hal. Sehingga tanpa disadari
terjadi transfer nilai-nilai politik dan pengetahuan tertentu yang diserap oleh
anggota keluarga.?’ Keluarga juga membentuk sikap-sikap politik masa
depan dengan menempatkan individu dalam dunia kemasyarakatan luas.

b) Sekolah

Sebagai agen sosialisasi politik sekolah juga ikut serta dalam
memberikan wawasan politik. karena disekolah melalui pelajaran

pendidikan kewarnegaraan siswa dan gurunya membahas topik-topik

27 Elly dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group 2013), 180
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tertentu yang mengandung nilai-nilai politik teoritis maupun praktis.?®
Sekolah juga merupakan pelaku penanaman nilai-nilai dan sikap-sikap
masyarakatnya, Sekolah juga memberikan pemahaman kepada siswanya
tentang peran penting siswanya dunia politik.

c) Media massa,

Merupakan agen sosialisasi  politik-politik tidak dipungkiri jika
peran media sangat berpengaruh dalam memberikan wawasan politik
apalagi dengan adanya internet setiap individu mengakses informasi lebih
cepat dan akurat apapun bisa dipaparkan melalui media massa. Menurut
Komarudin Sahid di era yang modern ini peran media masa, surat kabar,
radio, televisi, majalah menjadi  pemegang peran penting dalam
memberikan sikap-sikap dan nilai-nilai modern kepada warganeg negara
mereka, termasuk sikap nilai maupun politik.?® Internet saat ini menjadi
saluran politik, dimana orang-oranng menggunakannya untuk membaca dan
mengekspresikan opini-opini politik mereka.

d) Pemerintah,

Merupakan agen sosialisasi politik yang punya kepentingan langsung
atas sosialisasi politik.° Sebagai kepala Negara pemerintah bertanggung
jawab atas warga negaranya dalam bidang pendidikan maupun dalam
menanamkan pengetahuan politik melalui sosialisasi politik agar terciptanya

warga Negara yang melek politik.

28 |bid ., 181

2 Komarudin Sahid, Memahami Sosiologi Politik, (Bogor: Ghalia Indonesia
2011). 204

30 Elly dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group 2013), 182
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e) Partai politik,

Memainkan peran sebagai agen sosialisasi politik setelah merekrut
anggota kader maupun simpatisannya secara periodik maupun pada saat
kampanye, mampu menanamkan nilai-nilai dan norma-norma dari satu
generasi berikutnya.3! Partai politik bisa disebut juga sebagai sarana
komunikasi politik untuk menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat dan
menekan kesimpangsiuran pendapat di masyarakat, sebagai wadah
pemersatu ide, dan penyampaian aspirasi kepada pemerintah begitupun

sebaliknya pemerintah kepada masyarakat.

3. Perilaku Pemilih.

Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari
individu itu sendiri seperti idealisme.Tingkat kecerdasan, kehendak hati dan
oleh faktor eksternal (kondisi lingkungan) seperti kehidupan beragama,
sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya yang mengelilinginya. Menurut
Ramlan Surbakti bahwa perilaku politik adalah kegiatan yang berkenaan
dengan proses pembuatan keputusan politik.>?

Faktor lingkungan berlaku pada bagaimana perilaku individu, karena
lingkungan memberikan dampak secara langsung kepada individu dan
bagaimana sikap yang akan diambil oleh seseorang ketika akan melakukan
kehendaknya. Adapun yang menjjadi faktor pengaruh perilaku pemilih

individu seperti, paksaan dari orang lain, keluarga dan lainnya. Perilaku

%1 |bid ., 182
32 Ramlan Surbakti, Memahami llmu Politik, (Jakarata: PT Grasindo 2010). 167
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politik merupakan teori yang mencakup tingkah atau perilaku aktor-aktor
politik, pemerintah, maupun masyarakat dalam proses politik. seperti contoh
bagaimana perilaku individu pada saat proses pembuatan kebijakan ataupun
dalam proses politik lainnya, seperti pemilu lebih pada sikap menentang
atau mentaati.

Perilaku pemilih menerangkan bagaimana sikap atau perilaku seseorang
pada saat mengambil keputusan ketika diadakannya pemilu terutama pada
bagaimana pilihan politik idividu terhadap kontestan yang mencalonkan
maupun bagaimana ketertarikan individu terhadap pemilu sehingga
memunculkan perilaku pemilih yang normal atau yang menyimpang.

Menurut Kartini Kartono perilaku normal adalah perilaku yang dapat
diterima oleh masyarakat umum atau sesuai dengan pola kelompok
masyarakat setempat, sehingga tercapai relasi personal da interpoersonal
yang memuaskan. Sedangkan perilaku menyimpang (abnorma) adalah
perilaku yang tidak sesuai atau tidak dapat diterima oleh masyarakat umum
dan tidak sesuai dengan norma masyarakat.

Menurut Ramlan Surbakti dalam buku Memahami Illmu Politik, ada
beberapa pendekatan yang di jelaskan tentang perilaku pemilih yaitu,
struktural, soiologis, ekologis, psikologis, dan rasional 3

Perilaku pemilih dipengaruhi oleh keyakinan atau agama karena agama
ikut serta dalam pembentukan norma, nilai, dan sikap setiap individu. agama

tidak hanya menjadi pedoman untuk beribadah bahkan seperti contoh yang

33 Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada 2010). 3
34 Ramlan Surbakti, Memahami llmu Politik, (Jakarata: PT Grasindo 2010). 186
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terjadi saat ini agama menjadi pedoman bagi individu dalam sikap
politiknya maka kaitannya agama partisipasi pemilih sangat erat karena
seorang individuakan memilih dengan ikut berpartisipasi pada saat pemilu
hanya jika ada yang sepaham dengan apa yang mereka anut. Jadi agama
sangat besar pengaruhnya bagi setiap individu yang sangat fanatisme

terhadap agamanya.

4. Parisipasi Politik

Partisipasi  politik ialah kegiatan warga Negara biasa dalam
mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan
dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan.*

Kegiatan yang dimaksud, antara lain, mengajukan tuntunan, membayar
pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas
pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon
pemimpin tertentu, mengajukan alternative pemimpin, dan memilih wakil
rakyat dalam pemilihan umum.

Menurut Ramlan Surbakti dalam buku Partisipasi Politik merupakan
kegiatan warga negara yang dapat mempengaruhi proses kegiatan politik
baik dalam pembuatan kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan serta
menentukan pemimpin saat pemilu.

Sebagai definisi umum menurut Miriam Budiardjo yang dikutip oleh

Cholisin berpendapat bahwa Partisipasi Politik merupakan kegiatan individu

% 1bid., 151
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maupun kelompok yang turut serta secara aktif dalam proses politik , seperti
contoh ikut serta dalam pemilu dimana kegiatan tersebut secara langsung
ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Herbert Mcclosy seorang tokoh masalah partisipasi politik berpendapat :
“Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat
melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa,
dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan
kebijakan umum”. (The term political participation will refer to those
voluntary activities by which members of a society share in the selection of
rules and, directly of indirectly, in the formation of public policy).

Di negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari
paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui
kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan
masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang memegang tampuk
pimpinan.®’ Partisipasi politik di Negara demokrasi antara pemerintah dan
warga negara memegang kontrol penuh dalam pelaksanaan kebijakan-
kebijakan umum yang menyangkut kemaslahatan bersama serta dalam
proses partisipasi seperti di pemilihan umum.

Setidaknya warga dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan ataupun proses
politik sekaligus dapat mempengaruhi pemerintah dalam mengambil

keputusan. Seperti melalui pemilu di tingkat daerah dimana setiap individu

% Herbert Mcclosy, “Political Participation,International Encyclopedia of the
Social Sciense, ed. Ke-2 (New York: The Macmillan Company, 1972),XIl, him. 252.
Dalam Miriam Budiardjo, Dasar-dasar ilmu politik (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama;
2008), 367.

37 1bid ., 368
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diharapkan bisa menyalurkan aspirasinya tanpa ada pengaruh maupun
ancaman dari pihak manapun.

Partisipasi yang ideal adalah partisipasi yang berasal atas kesadaran
individu tanpa ada paksaan dari pihak manapun.® Keaktifan masyarakat
baik dalam memberikan suara maupun kegiatan yang berkaitan dengan
partisipasi politik harus didorong oleh kesadaran. Menurut Miriam
Budiardjo partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik,
karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut
diberikannya hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah.®® Perasaan
kesadaran seperti ini dimulai dari orang yang berpendidikan, yang
kehidupannya lebih baik, dan orang-orang terkemuka. Tubuhnya sikap
antusias warga dalam berpatisipasi tentu memberikan efek baik pada
kestabilan politik yang demokratis. Akan tetapi pada contoh yang terjadi di
masyarakat tidak sedikit pula individu yang perilakunya mengarah pada
sikap kurang baik sehinga mempengaruhi perilaku mereka pada
partisipasinya.

Di kutip dari Meriam Budiardjo berpendapat bahwa di negara-negara
demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat
lebih baik.*° Karena pada dasarnya dalam pemikiran ini tingginya tingkat
partisipasi dianggap menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami

masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang

38 Sahya Anggara, Sistem Politik Indonesia (Bandung, CV Pustaka Setia: 2013).
145

39 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar ilmu politik (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama;
2008) . 369

40 1bid ., 369
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berkaitan dengan politik. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada
umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat
ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah
kenegaraan. Dilihat dari motivasi yang melatar belakangi munculnya
partisipasi politik, maka Huntington dan Nelson membagi menjadi dua
kategori. Pertama Partisipan otonom, yaitu didorong oleh kesadaran diri
sendiri untuk melakukan tindakan tersebut. Kedua partisipan mobilisasi
yaitu, yang digerakan oleh orang lain bukan karena kesadaran atau keingin
pelakunya sendiri.**

Dari pendapat yang dikemukankan oleh para ahli di atas dapat ditarik
kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan
kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau
pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin
ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh
pemerintah untuk di jalankan, yang dilakukan secara langsung atau tidak
langsung, kesadaran dengan cara konvensional ataupun dengan cara non
konvensional atau bahkan dengan kekerasan

a. Bentuk-bentuk partisipasi politik

Bentuk Partisipasi Politik individu dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas
politiknya. Partisipasi paling sederhana dan umum dikenai dengan melalui

pemberian suara pemilu baik itu pemilihan legislative maupun eksekutif.

41 Komarudin Sahid, Memahami Sosiologi Politik (Bogor, Ghalia Indonesia;
2011). 183
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Sementara itu Maribath dan Goel membedakan partisipasi politik
menjadi beberapa kategori.*?

1) Apatis, adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari

proses politik.

2) Spectator, adalah orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih
dalam pemilu.

3) Gladiator, adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses politik
misalnya komunikator, aktifis partai dan aktifis masyarakat.

4) Pengkritik, adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk
yang tidak konvensional.

Partisipasi seseorang dipengaruhi oleh keadaan sosial masyarakat
(pendidikan dan kedudukan sosial) dan faktor alam sekitar atau
lingkungannya.*

Dibanyak Negara pendidikan tinggi sempat mempengaruhi partisipasi
politik mungkin pendidikan tinggi bisa memberikan informasi tentang
politik dan persoalan-persoalan politik, bisa mengembangkan kecakapan
menganalisa dan menciptakan minat dan kemampuan berpolitik. Disamping
pendidikan status sosial ekonomi juga mempengaruhi keaktifan seseorang
dalam berpartisipasi.

Komarudin  Sahid dalam buku memahami sosiologi politik

memaparkan bahwa ada dua bentuk partisipasi politik dilihat dari pelakunya

42 Sahya Anggara, Sistem Politik Indonesia (Bandung, CV Pustaka Setia: 2013).
152

43 Sudijono Sastroatmodjo, Perilaku Politik (Semarang: IKIP Semarang Press
1995). 369
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yaitu, partisipasi politik pribadi dan partisipasi berkelompok.** Partisipasi
politik dapat ditempuh dengan cara individu maupun kelompok, seperti
contoh partisipasi secara individu biasa dilakukan dengan cara pemberian
suara pada pemilu. Sedangkan partisipasi secara kolektif/kelompok biasa
dilakukan secara bersama-sama contoh diskusi, kampanye, dan
pembentukan organisasi folus kepada politik.

Adapun bentuk partisipasi politik dibagi menurut kegiatan yang
berkenaan dengan pemilu, lobbying, dan kegiatan organisasi menurut Elly
M. Setiadi dalam bukunya pengantar sosiologi politik menjelaskan bahwa
ada tiga bentuk partisipasi politik diantaranya kegiatan yang berkenaan
dengan pemilu, lobbying, dan kegiatan organisasi politik.*> Fungsi partai
politik selalu berkaitan dengan pemerintah dan proses politik pada
umumnya, yaitu memudahkan berbagai kepentingan dalam masyarakat ke
dalam berbagai alternative kebijaksanaan umum.

Dalam bentuk-bentuk partisipasi politik yang telah dipaparkan dapat
ditarik kesimpulan bahwa peran dari masyarakat secara langsung, aktif
maupun secara tidak langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan
politik dapat mempengaruhi hasil kebijakan yang akan diambil oleh
pemerintah. Adapun beberapa bentuk partisipasi politik yang dapat
ditempuh oleh masyarakat sebagai jalan alternatif untuk memposisikan

dirinya agar terlibat langsung dengan pemerintahan seperti pemilu,

44 Komarudin Sahid, Memahami Sosiologi Politik (Bogor, Ghalia Indonesia;
2011). 182

4 Elly dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group 2013). 147
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lobbying, dan kegiatan organisasi politik secara aktif mengkritik kebijakan
yang dikeluarkan oleh pemerintah juga termasuk bentuk partisipasi politik
karena ikut mengawal pemerintah dalam menyusun kebijakan umum.

b. Tujuam Partisipasi Politik

Adanya partisipasi politik juga berfungsi untuk mengontrol jalannya

pemerintahan yang ada bagi masyarakat. Bagi masyarakat partisipasi politik
sebagai jembatan untuk menyalurkan masukan, saran, maupun kritik rakyat
kepada pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Arbit
Sanit memandang ada tiga fungsi partisipasi politik yaitu.*®

1) Memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang
dibentuknya beserta sistem politik yang dibentuknya.

2) Sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan
pemerintah.

3) Sebagai tantangan terhadap penguasa dengan  maksud
menjatuhkannya sehingga kemudian diharapkan terjadi perubahan
struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik, misalnya
melalui pemogokan, huru-hara, dan kudeta.

Selain berfungsi sebagai member dukungan terhadap pemerintahan baik

itu krikik, masukan, dan pemilu partisipasi politik juga sebagai sarana untuk
menjatuhkan pemerintahan yang ada. Partisipasi politik bagi pemerintah

adalah sebagai penghubung demokrasi antara pemerintah dengan rakyat.

46 Komarudin Sahid, Memahami Sosiologi Politik (Bogor, Ghalia Indonesia;
2011). 184
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c. Faktor-faktor mempengaruhi partisipasi politik

Partisipasi politik sebagai kegiatan yang secara langsung berhubungan
antara warga Negara dan pemerintah tentunya banyak sekali faktor yang
mempengaruhi baik dari warga negara, individu, kelompok maupun
pemerintah. Banyaknya faktor yang mempengaruhi individu maupun
kelompok dalam kegiatan partisipasinya dapat timbul dari diri sendiri
maupun faktor dari luar, sehingga mempengaruhi tindakan mereka.

Faktor kepercayaan dan sikap yang timbul dari diri sendiri karena
kepribadian (predisposisi).*’ Kepercayaan individu terhadap salah satu calon
kandidat menjadikan individu berpartisipasi pada pemilu, sebaliknya
tiadanya kepercayaan kepada kandidat menjadikan individu tidak
berpartisipasi politik baik pemilu maupun lainnya. Sikap sendiri terdiri dari
tiga variabel yaitu, kepentingan, penyesuaian diri, dan eksternalisasi dan
pertahanan diri.

Rasa percaya terhadap sesuatu baik itu dalam politik dapat menimbulkan
dampak positif dan negatif terhadap sikap yang diambil, karena partisipasi
dalam politik tidak hanya mendukung pemerintahan yang ada namun juga
bisa menjatuhkan pemerintahan yang ada. Adanya kepentingan,
penyesuaian diri, eksternalisasi dan pertahanan diri dapat menjadi landasan
seorang individu berpartisipasi dalam politik baik pemilu dan pembuatan

kebijakan.

47 Elly dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group 2013). 150
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Menurut Waimer menyatakan bahwa yang menyebabkan timbulnya

pergerakan kearah partisipasi yang lebih luas dalam proses politik yaitu.*8

1)

2)

3)

4)

Moderenisasi disegala bidang, berimplikasi pada komersialisme
pertanian, industri, perbaikan pendidikan, pengembangan metode
masa dan sebagainya.

Terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Perubahan
struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas
menengah dan pekerja yang semakin meluas dalam era industrialisai
dan moderenisasi dari hal itu muncul persoalan yaitu siapa yang
berhak ikut serta dalam pembuatan-pembuatan keputusan-keputusan
politik yang akhirnya membawa perubahan-perubahan pola
partisipasi politik.

Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi masa
merupakan faktor meluasnya komunikasi politik masyarakat ide-ide
baru seperti nasionalisme, liberalisasi akan membangkitkan tuntutan-
tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
Komunikasi yang luas mempermudah penyebaran ide-ide seluruh
masyarakat.

Timbulnya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik yang
bersaing merebut kekuaaan yang dilakukan untuk meraih
kemenangan dengan cara mencari masa. Dalam contoh kasus ini

para pemimppin-pemimpin politik menganggap cara yang mereka

48 Komarudin Sahid, Memahami Sosiologi Politik (Bogor: Ghalia Indonesia;

2011). 185
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lakukan sah-sah saja apabila demi kepentingan rakyat dan berupaya

memperjuangkan ide-ide aspirasi masa.

Adanya rasa kepercayaan, sikap seorang individu dan didukung oleh
beberapa faktor yang dapat mempengaruhi individu pada partisipasi
politik menjadikan setiap individu bisa sadar partisipasinya dalam
politik apalagi pada saat pemilu. Pengaruh modernisasi, kaum
intelektual, struktur-struktur sosial, dan teknologi komunikasi masa
menjadi salah satu penunjang timbulnya pergerakan kearah partisipasi
yang lebih luas.

d. Tipologi dan Model Partisipasi Politik
A Rahman H.I dalam bukunya Sistem politik Indonesia memaparkan
terdapat tiga tipologi umum partisipasi individu menurut sikap dan
kegiatannya adalah sebagai berikut.*°
1) Partisipasi Aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses
penerimaan dan penyaluran (proses input, output). Seperti contoh
individu aktif adalah ikut serta atau terlibat langsung pada proses
politik baik itu pembuatan kebijakan, berpartisipasi pada pemilu
maupun memberikan kritik terhadap pemimpin pemerintahan dan
lain sebagainya.
2) Partisipasi pasif adalah yang bentuk orientasinya hanya pada output

atau hanya berorientasi pada proses penyaluran aspirasi sebagai

4 A Rahman H.1, Sistem Politik Indonesia (Jakarta: Graha IImu 2007). 288
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tanda bahwa individu tersebut melaksanakan, menerima, dan
mentaati apa yang di perintahkan oleh pemerintah.

3) Golongan putih (Golput) atau kelompok apatis adalah individu atau
kelompok yang menarik dirinya untuk lebih memilih tidak
berpartisipasi pada politik baik itu pemilu atau lain sebagainya
karena beberapa alasan yang dianggap menyimpang dan tidak sesuai
dengan apa yang dia inginkan.

Pada era saat ini partisipasi politik dapat tersalurkan dengan mudah
karena mengingat Indonesia sudah menganut sistem Negara demokrasi
dimana setiap beberapa tahun sekali diadakannya pemilihan umum yang
meliputi pemilihan Presiden, Legislatif maupun Pemerintah daerah. Dengan
dilakukannya hal tersebut maka partisipasi politik warga Negara dapat

tersalurkan melalui pemilihan umum.

5. Theory Rational Choice

Pendekatan teoritis Rational Choice ditekankan pada untung rugi
sebagaimana halnya kaitannya dengan politik. Dari pendekatan pilihan
rasional, yamg menentukan dalam pemilu bukanlah adanya ketergantungan
terhadap ikatan sosial struktural atau ikatan partai yang kuat, melainkan
hasil penilaian dari warga yang baik. Pilihan rasional diadopsi dari ilmu
ekonomi dimana menekankan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan
keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini selaras dengan perilaku politik

yaitu seseorang memutuskan memilih kandidat tertentu setelah
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mempertimbangkan untung ruginya sejauh program-program yang

diberikan oleh kandidat tersebut akan menguntungkan dirinya, atau

sebaliknya malah merugikan. Sehingga pemilih akan cenderung memilih

kandidat yang kerugiannya minim.

Menurut Dan Nimmo, pemberian suara yang rasional pada hakikatnya

adalah aksional diri, yaitu sifat intrinsik pada setiap karakter personal

pemberi suara yang turut memutuskan pemberian suara kebanyakan

warganegara, cirri orang yang rasional yaitu:>°

1)

2)

3)

4)

5)

Selalu dapat mengambil keputusan bila dihadapkan pada alternatif.
Memilah alternatif-alternatif sehingga masing-masing apakah lebih
disukai, sama saja atau lebih rendah bila dibandingkan dengan
alternatif yang lain.

Menyusun alternatif-alternatif dengan cara yang transitif; jika A
lebih disukai daripada B, dan B daripada C, maka A lebih disukai
daripada C.

Selalu memilih alternatif yang peringkat prefensi paling tingggi.
Selalu mengambil putusan yang sama bila dihadapkan pada
alternatif-alternatif yang sama, dan bahwa pemberi suara rasional
selalu dapat mengambil keputusan apabila dihadapkan pada
alternative dengan memilah alternative itu, yang lebih disukai, sama
atau lebih rendah dari alternative yang lain, menyusunnya dan

kemudian memilih dari alternative-alternatif tersebut yang peringkat

50 Dan Nimmo, Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek (Bandung : CV. Remaja

Karya 2008). 148
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preferensinya paling tingggi dan selalu mengambil keputusan yang

sama apabila dihadapkan pada alternative-alternatif yang sama.
Penerapan pendekatan pilihan rasional dalam ilmu politik salah satunya
adalah untuk menjelaskan perilaku memilih suatu masyarakat kandidat atau
partai tertentu dalam konteks pemilu. Dalam pendekatan rasional yang
menghasilkan pilihan rasional terdapat faktor-faktor situasional yang ikut
berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang, misalnya faktor
isu-isu politik atupun kandidat yang dicalonkan. Dengan demikan pemilih
muncul asumsi-asumsi yang mempengaruhinya dalam pengambilan

keputusan secara rasional dengan mempertimbangkan rasional.



BAB |11

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah
kualitatif karena mengkaji perilaku warga dan meneliti fenomena yang
terjadi berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Dengan demikian arti atau
pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan
untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan
instrumen kunci. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah
sebagai sumber data. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi
sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Peneliti pergi ke lokasi
tersebut, memahami dan mempelajari situasi. Studi dilakukan pada waktu
interaksi berlangsung ditempat kejadian peneliti mengamati, mencatat,
bertanya, menggali sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa yang
terjadi saat itu. Hasil-hasil yang diperoleh pada saat itu segera disusun saat
itu pula. Apa yang diamati pada dasarnya tidak lepas dari konteks
lingkungan di mana tingkah laku berlangsung.

Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitik. Data yang diperoleh
seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis
dokumen catatan lapangan, disusun peneliti dilokasi penelitian, tidak
dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Peneliti segera melakukan

analisis data dengan memperkaya informasi. Mencari hubungan,

51
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membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (tidak
ditransformasi dalam bentuk angka). Hasil analisis data berupa pemaparan
mengenai situasi yang diteliti dan dikaji dalam bentuk uraian naratif.
Hakikat pemaparan data pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan
mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Untuk itu peneliti dituntut
memahami dan menguasai bidang ilmu yang ditelitinya sehingga dapat
memberikan justifikasi mengenai konsep dan makna yang terkandung dalam
data.

Jenis penilitian kualitatif menggunakan metode penelitian deskriptif
analitik. Data yang di dapat hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi,
analisis, catatan lapangan, di susun peneliti dilokasi penelitian, tidak dalam
bentuk angka-angka. Peneliti melakukan analisis data dengan
memperbanyak informasi, mencari hubungan ke berbagai sumber,
membandingkan dan menemukan hasil atas dasar-dasar data sebenarnya
(tidak dalam bentuk angka).

Hasil anailisis data tersebut berupa pemaparan yang berkenaan
dengan situasi yang sedang diteliti dan disajikan dalam bentuk uraian narasi.
Pemaparan data tersebut adalah untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan

masalah yang sudah di tetapkan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan kepada warga Kecamatan Waru Kabupaten

Sidoarjo. Karena pada fakta yang terjadi saat pemilihan Bupati Sidoarjo
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tahun 2015 banyak kejangalan saat berpartisipasi dilihat dari jumlah pemilih
tetap lebih banyak dibandingkan dengan Kecamatan lain. Namun saat
pemilu dilakukan justru jumlah yang berpartisipasi menjadi lebih rendah
disbanding dengan kecamatan yang lain. Waktu penelitian, pengumpulan
serta pengolahan data akan berlangsung pada bulan April-mei dengan waktu

yang kondisional selama prosesnya.

1. Pemilihan Subyek Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat
diperoleh.>® Sumber data terbagi menjadi dua yaitu, Primer dan Sekunder,
Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

a. Sumber data primer, adalah hasil dari penelitian yang secara
langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utamanya.>? Pada
penelitian ini yang dimaksud dengan data primer adalah sebagian
Warga Kecamatan Waru yang akan dijadikan sebagai informan
dengan cara diambil secara acak dan memenuhi persyaratan. Adapun
data primer selanjutnya diperoleh dari KPU Kabupaten Sidoarjo

meliputi bagian Humas, Sosialisasi.

51 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta:
Rineka Cipta 2006). 129

52 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindopersada
1998). 127
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TABEL 3.1

Daftar nama informan

No | Nama Status Alamat Usia

1 Shinta Pelajar Kurek Sari 20 Tahun

2 Rohman Mahasiswa Ngingas 23 Tahun

3 Bpk Waras Serabutan Tambak Sawah | 47 Tahun

4 Hadi Buruh Pabrik | Janti 23 Tahun

5 Samsul Tukang Sandal | Waru 32 Tahun

6 Bpk Iskhak Humas KPU - -
Sidoarjo

y/ Bpk Sali Pengusaha Wedoro 56 Tahun
Sandal

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh
peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama.>® Dapat juga
dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.
Dalam penelitian ini, dokumentasi, data hasil rekap pemilihan
Bupati Sidoarjo tahun 2015, dan buku bacaan yang terkait dengan

judul penelitian dapat dijadikan sumber data sekunder.

%3 1bid, him, 94
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2. Tahapan-tahapan Penenlitian
1. Tahap sebelum lapangan
a. Merangkai rencana penilitan
b. Pemilihan lapangan penelitian
c. Penentuan subyek penelitian
d. Membuat surat izin penelitian.
e. Melihat langsung keadaan lapangan.
f. Memilih informan yang sesuai dengan topic.
g. Menyiapkan perlengkapan penelitian seperti alat tulis dan
recorder serta handphone.
2. Tahap pekerjaan lapangan
3. Tahap pengumpulan data
Tahap pengumpulan data, dalam tahap ini peneliti memegang
peranan sangat penting karena pada penelitian ini peran aktif dan juga
kemampuan penliti dalam mengumpulkan data sangat diperlukan. Tahap ini
dilakukan dengan Observasi terlibat, interview atau wawancara mendalam

dan dokumentasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk
mendapatkan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik

pengumpulan data meliputi:
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a. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang
ditempuh peneliti dengan cara tanya jawab kepada sejumlah informan
secara langsung. Kemudian data dan informasi yang diperoleh di dapat
langsung secara lisan dari informan melalui proses tanya jawab, kemudian
peneliti masuk pada tahap wawancara tersusun ataupun secara acak guna
memperoleh informasi secara langsung melalui lisan informan yang turut
serta langsung di Relasi Antara Pendidikan Politik dan Partisipasi Politik
Studi Kasus Terhadap Rendahnya Partisipasi Politik Pemilih di Kecamatan
Waru pada Pemilihan Bupati Tahun 2015.

Metode wawancara mendalam yang digunakan bertujuan untuk
memperoleh informasi dan data primer secara langsung dari lapangan
kemudian untuk diproses pada pengelolahan data.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah proses pengumpulan data dan informasi
dengan cara mencari beberapa referensi baik itu sumbernya dari buku-buku,
laporan, dokumen, maupun lainnya. Adapun data yang berasal dari sumber-
sumber lainnya seperti internet dan catatan penting yang ada kaitannya
dengan objek penelitian yaitu Relasi Antara Pendidikan Politik dan
Partisipasi Politik Studi Kasus Terhadap Rendahnya Partisipasi Politik
Pemilih di Kecamatan Waru pada Pemilihan Bupati Tahun 2015. Studi
kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang sifatnya

sekunder.
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c. Observasi lapangan

Observasi lapangan adalah teknik pengumpulan data yaitu, dengan cara
peneliti datang langsung ke lapangan untuk mengamati peristiwa yang
terjadi yaitu Relasi Antara Pendidikan Politik dan Partisipasi Politik Studi
Kasus Terhadap Rendahnya Partisipasi Politik Pemilih di Kecamatan Waru
pada Pemilihan Bupati Tahun 2015, untuk mengamati, tingkah laku actual
pada objek yang diteliti kemudian peneliti mencatat, mewawancarai untuk
diperolehnya informasi serta mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya
yang ada di lapangan.

d. Dokumentasi

Metode dokumentasi menjadi pembantu bagi peneliti untuk
memperoleh, maupun mengabadikan data-data dan kejadian-kejadian
maupun peristiwa yang dapat dijadikan sebagai alat bantu menjelaskan

kondisi pada waktu itu oleh peneliti.

5. Teknik analisis data

Sesuai karakteristik penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus, maka
analisis data dilakukan sepanjang proses berlangsungnya penelitian. Data
yang berhasil dikumpulkan diklarifikasikan kemudian bergerak ke arah
pembentukan kesimpulan, Proses analisis data didasarkan pada
penyederhanaan dan interpretasi data yang dilaksanakan sebelum, selama

dan sesudah proses pengumpulan data. Mengemukakan bahwa dalam
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anilisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara
terus-menerus sampai tuntas adapun tiga sub proses yang saling berkaitan
setelah data yang diperoleh sudah terkumpul, untuk kemudian masuk pada
tahap analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan.>*

a. Reduksi data adalah proses pengklarifikasian atau pemilihan data
yang diperoleh di lapangan baik itu diperoleh dari penelitian ataupun
wawancara pada infroman. Reduksi data adalah bentuk penajaman
analisis dengan cara membuang data yang dianggap tidak perlu dan
menggolongkan data-data sehingga data tersebut dapat diverifikasi
untuk kemudian ditarik kesimpulan.

b. Penyajian data yaitu, informasi dan data yang diperoleh dapat
memberikan penarikan kesimpulan untuk kemudian disajikan dalam
bentuk uraian, bagan, dan grafik.

c. Penarikan kesimpulan yaitu tahapan akhir setelah melalui beberapa
proses seperti reduksi, penyajian untuk ditarik kesimpulan atau
analisis akhir.

Setelah peneliti mengumpulkan data, dalam tahap ini peneliti akan
menganalisa dan mengelompokkan data-data yang dianggap sesuai dengan
judul “Relasi Antara Pendidikan Politik dan Partisipasi Politik Studi Kasus
Terhadap Rendahnya Partisipasi Politik Pemilih di Kecamatan Waru pada

pemilihan Bupati Tahun 2015”

%4 Miles, dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Ul Pers; 2009)., 15-20
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6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.

Menjadi salah satu faktor penentu dalam penelitian kualitatif untuk
mendapatkan data yang valid. Kemudian dilakukan beberapa proses untuk
memeriksa keabsahan data sebagai berikut:

a. Perpanjangan Waktu

Pada teknik ini peneliti menambah perpanjangan waktu penelitian
meskipun waktu normal yang telah ditentukan telah habis. Dalam tekniok
ini peneliti menambah waktu penelitian dan terjun kembali pada lokasi
penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data lebih valid dan bertujuan
untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan dari peneliti maupun untuk
menambah data-data yang kurang saat penelitian d waktu normal.

b. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan dalam teknik ini peneliti dituntut untuk
mengamati lebih detail permasalahan rendahnya Partisipasi Pemilih di
Kecamatan Waru pada Pemilihan Bupati Tahun 2015.

c. Triangulasi

Tiangulasi dilakukan dengan cara membandingkan data dan informasi
yang diperoleh pada penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan metode
wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada Triangulasi data dan
informasi yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan yang ada baik itu
dari informan satu ke lainnya dan data yang stau kelainnya dengan tujuan

untuk di cari kebenarannya juga agar tidak cenderung subjektivitas.
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7. Tahap penulisan skripsi

Sesudah peneliti menganalisa temuan-temuan maupun data-data yang
relevan dengan judul “Relasi Antara Pendidikan Politik dan Partisipasi
Politik Studi Kasus Terhadap Rendahnya Partisipasi Politik Pemilih di
Kecamatan Waru pada Pemilihan Tahun 2015”. Kemudian peneliti
melanjutkan ke tahap pembuatan skripsi, pada pembuatan skripsi peneliti
juga berpegang kepada pedoman penulisan skripsi seperti yang disahkan

fakultas.

F. Sistematika Pembahasan
Untuk memberikan gambaran yang jelas pada penelitian ini, penulis
akan menguraikan isi uraian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan
penelitian ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:
Bab | : Bab ini berisikan uraian pendahuluan yang berfungsi
sebagai kerangka awal untuk pengantar atau untuk memahami
pembahasan pada bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari: Latar Belakang,
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Definisi
Konseptual.
Bab 11 : Bab ini merupakan bagian inti dari kajian pustaka terdapat
beberapa Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Kajian Pustaka, dan
Teori yang relevan dengan judul skripsi. Pada bab ini berisikan beberapa

teori: Pendidikan Politik, Sosialisasi Politik, Perilaku Politik, Partisipasi
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Politik, dan Theory Rational Choice. Terdapat beberapa sub bagian pada
teori Partisipasi Politik: Bentuk-bentuk Partisipasi, Tujuan Partisipasi,
Faktor Mempengaruhi Partisipasi, dan Tipologi Partisipasi atau Model
Partisipasi.

Bab Il : Pada bab ini berisi tentang Metodologi penelitian, jenis
penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pemilihan subyek penelitian,
tahap-tahap penelitian, teknik pengunmpulan data, teknik analisis data,
teknik pemeriksa keabsahan data, Tahap Penulisan Skripsi dan
sistematika pembahasan.

Bab IV : Berisi tentang Penyajian dan Analisis terhadap Relasi
Antara Pendidikan Politik dan Partisipasi Politik Studi Kasus Terhadap
Rendahnya Partisipasi Politik Pemilih di Kecamatan Waru pada
Pemilihan Bupati Tahun 2015. Adapun pada bab ini berisikan Gambaran
Umum Kecamatan Waru, dan Keadaan Sosial Budaya. Serta
mengkaitkan dengan berbagai teori yang ada seperti: Pendidikan Politik,
Perilaku Politik, Sosialisasi politik, dan Partisipasi politik.

Bab V . Bab terakhir atau penutup dari keseluruhan pembahasan
penelitian yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

Bagian Akhir: Daftar pustaka, Lampiran-lampiran.



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A . Penyajian dan Analisis Data

1. Gambaran Umum Kecamatan Waru

Kecamatan waru adalah sebuah kecamatan di Sidoarjo, provinsi jawa
timur, Indonesia. Kecamatan ini berbatasan dengan Kota Surabaya, dan
diKecamatan ini terdapat Terminal Purabaya, Terminal bus terbesar di
Indonesia. Disisi utara kecamatan ini terdapat Bundaran Waru, yang
merupakan pintu gerbang utama kota Surabaya dari arah barat
daya(Mojokerto/Madiun/Kediri/Solo/Y ogyakarta) dan dari arah

selatan(Malang/Banyuwangi).

PETA KECAMATAN WARU

KOTA SURABAYA

RER | KEC. GEDANGAN KEC. SEDATI

KE SEOATIfmm.

KE SIDOARJO e

Waru merupakan salah satu kawasan industry utama diselatan Surabaya.

Banyak sentra industri disini, mulai logam, didesa Ngingas serta

51
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Sepatu/Sandal yang terdapat didesa Wadung asri, Berbek, Kepuh kiriman
dan Wedoro. Desa Berbek yang secara administrative masuk kecamatan
waru juga jadi termasuk bagian dari kawasan Industri Rungkut (SIER) yang
kemudian lebih dikenal dengan sebutan Kawasan Industri Berbek . Waru
juga dikenal sebagai pusat Industri penyangga dari Surabaya, dan banyak
industri penting yang sebelumnya berpusat di kota kecamatan ini misalnya
Pabrik paku, Pabrik susu Nestle, Perusahaan Biskuit UBM sampai tempat
bermain yang pada saat ini ditahap pembangunan. Selain itu Ispat Indo
perusahaan baja terbesar didunia asal india yang dimiliki oleh salah satu
orang terkaya dunia, Laksmi Mittal juga berada dikota kecamatan ini.
Secara geografis, Terminal Purabaya, sebagai terminal bus terbesar di
Indonesia, ada dalam wilayah Bungurasih, waru.

Kecamatan Waru juga daerah yang langsung berbatasan antara sidoarjo
selatan dengan Surabaya dan merupakan daerah yang mengalami
perkembangan pesat. Selain letaknya yang strategis, dengan adanya
berbagai potensi seperti sektor industry, perdagangan, serta usahakecil dan
menengah daerah serta dukungan sumber daya manusia (SDM) yang
memadai, maka kecamatan waru menjadi salah satu daerah strategis bagi
pengembangan perekonomian.

Luas wilayah kecamatan waru adalah 3.032 hektare dengan ketinggian
rata-rata 5 m dpl, di mana sebagian besar merupakan tanah kering (2450.67
Ha) dan tanah sawah seluas 581.58 Ha. Kecamatan waru terdiri dari 17 desa

dengan klasifikasi desa swasembada, merupakan daerah penyangga karena



53

terletak di perbatasan sidoarjo-surabaya. Ke-17 desa tersebut mencakup 144
RW dan 767 RT, dimana beberapa RT mengalami pemekaran karena
pesatnya perkembangan penduduknya.

Karena merupakan perbatasan antara Surabaya dan sidoarjo, maka
banyak tumbuh lokasi-lokasi perumahan dan industri baru yang berdampak
pada kurangnya lahan-lahan pertanian. Kondisi ini antara lain disebabkan
semakin berkurangnya lahan-lahan untuk sector pertanian dan letaknya yang
berbatasan langsung dengan Surabaya menyebabkan kultur masyarakatnya
terbilang majemuk dengan tingkat mobilitas penduduknya yang sangat
tinggi.

Batas-batas wilayah:

Sebelah utara : Kota Surabaya

Sebelah timur : Kecamatan Sedati

Sebelah Barat : Kecamatan Taman

Sebelah selatan : Kecamatan Gedangan

TABEL 4.1

Jumlah penduduk di Kecamatan Waru

Keterangan | Laki-laki Perempuan Laki + | Sex ratio
Perempuan

Jumlah 118.533 115.276 233.809 102.83

Penduduk

Sumber : Sidoarjo dalam angka Tahun 2015

2. Keadaan Sosial Budaya
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a. Mata pencaharian

Wargaa Kecamatan Waru memiliki pekerjaan yang beraneka ragam
namun mayoritas warga bekerja sebagai pengusaha dan buruh pabrik. Hal
ini bisa dijumpai didesa Ngingas dimana warganya rata-rata adalah pekerja
sentra industry logam sedangkan desa wedoro, kepuh kiriman, tropodo dan
wadung asri rata-rata mata pencahariannya adalah pengrajin sandal. Untuk
wilayah berbek, tambak sawah, tambak rejo dan tambak sumur rata-rata
warganya adalah berprofesi sebagai buruh pabrik.

TABEL 4.2

Mata Pencaharian dan Pekerjaan warga di Kecamatan Waru

No Keterangan Jumlah
1. PNS 9.377
2. TNI/POLRI 2.435
3. PETANI 67
4, BURUH TANI 368
S. BURUH PABRIK/SWASTA 63.178

Sumber : Sidoarjo dalam angka Tahun 2014
b. Agama
Seluruh masyarakat kecamatan waru mayoritas beragama islam.
Rata-rata masyarakat kecamatan waru namun sebagian besar adalah
Nahdlatul Ulama. Adapun muhammadiyah dan agama lainnyahanya saja

islam adalah agama mayoritas warga Kecamatan Waru.
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c. Pendidikan
Rata-rata warga Kecamatan waru menyandangkan pendidikan
sampai S1 dan masih banyak lagi mereka yang hanya lulusan SMA

sederajat. Rata-rata lebih memilih kerja dibandingkan dengan pendidikan

yang tinggi.
TABEL 4.3

Data pendidikan di Kecamatan Waru
No Pendidikan Negeri Swasta
1. TK - 7.496
24 SD 11.904 6.177
3. SMP 3.548 4.545
4. SMA 1.083 776
S. SMK - 1.819

Sumber : Sidoarjo dalam angka Tahun 2016
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3. Rekap Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Sidoarjo tahun

2015.

Berikut ini adalah tabel 4.4 Data Pemilih Kabupaten Sidoarjo Tahun

2015 dari masing-masing 18 Kecamatan yang ada di Sidoarjo:

TABEL 4.4

Data Pemilih Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015

Pemilih Daftar
Pemilih Terdaftar | Pemilih Terdaftar | Pemilih Terdaftar PemlzllhDTs;n;) ahen
0y | - dalam Daftar dalam Daftar dalam Daftar ) /Pen(gguna -KTP Jumlah Pemillin
Pemilih Tetap | Pemilih Tambahan-| Pemilih Pindahan -~ (1+2+3+4)
(DPT) 1(DPTb-1) (DPPh) Kependudukan
lainnya
1|Tarik 47.716 11 0 37 47.764
2|Prambon 55.082 62 0 242 55.386
3|Krembung 49.277 75 1 118 49.421
4|Porong 50.387 472 4 427 51.29
5{Jabon 39.081 29 9 207 39.325
6|Tanggulangin 61.957 350 13 780 63.1
7{Candi 98.252 495 1 744 99.492
8|Sidoarjo 136.482 321 222 1.718 138.743
9(Tulangan 65.319 91 0 319 65.729
10{Wonoayu 55.722 17 3 320 56.062
11|Krian 83.348 768 2 249 84.367
12|Balungbendo 53.441 20 13 104 53.578
13|Taman 138.902 403 6 551 139.862
14{Sukodono 80.996 193 0 187 81.376
15(Buduran 62.527 26 3 530 63.086
16/Gedangan 82.104 700 0 339 83.143
17(Sedati 62.799 25 0 287 63.111
18|Waru 144.604 69 55 1.346 146.074

Sumber: Data KPU Sidoarjo Tahun 2015.
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Dari data diatas Kecamatan Waru merupakan penyumbang Daftar

Pemilih Tetap terbanyak yaitu 144.604 dan dengan jumlah Pemilih

Keseluruhan ada 146.074.

Berikut ini adalah tabel 4.5 Pengguna Hak pilih pada Pemilihan Bupati

Sidoarjo Tahun 2015:

TABEL 4.5

Pengguna Hak Pilih pada Pemilihan Bupati Sidoarjo Tahun 2015.

Pengguna Hak
Pengguna [Pengguna Hak|Pengguna Hak | Pilih Tambahan
Hak Pilih | Pilindalam | Pilihndalam | 2 (DPTh- | Jumlah Seluruh
No Kecamatan | dalam Daftar | Daftar Pemilin| Daftar Pemilih| 2)/pengguna | pengguna Hak
Pemilih Tetap| Tambahan-1 | Tambahan KTP atau | pilin (1+2+3+4)
(DPT) (DPTb-1) (DPPh) |dentintas
Kependudukan
1 Tarik 33.188 7 0 37 33.232
2 Prambon 28.257 36 0 242 38.535
3 Krembung 35.963 42 1 118 36.124
4 Porong 29.562 259 4 427 30.252
5 Jabon 22.633 16 9 207 22.865
6 Tanggulangin 35.835 144 13 780 36.772
7 Candi 53.079 113 il 744 53.937
8 Sidoarjo 69.834 77 161 1.718 71.79%
9 Tulangan 45.921 54 0 319 46.294
10 Wonoayu 37.21 11 3 320 37.544
11 Krian 47.766 309 2 249 48.326
12 Balungbendo 34.058 11 13 104 34.186
13 Taman 66.761 74 6 551 67.392
14 Sukodono 42.131 69 0 187 42.386
15 Buduran 35.565 12 3 530 36.110
16 Gedangan 41.669 252 0 339 42.260
17 Sedati 26.852 11 0 287 27.150
18 Waru 62.493 35 55 1.346 63.929

Sumber: Data KPU Sidoarjo Tahun 2015

Dari data diatas Sidoarjo menjadi Penyumbang Pengguna Hak pilih

terbanyak yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap yaitu 69.834 dengan




58

jumlah seluruh pengguna hak pilih 71.790 diikuti Kecamatan Taman dengan

jumlah Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan Hak Pilih 66.761 dan

jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih 67.392. Kemudian Kecamatan Waru

yang pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap 62.493 dengan jumlah

seluruh Pengguna Hak Pilih 63.929.

Berikut ini adalah tabel 4.6 Data Pengguna Surat Suara pada

PemilihannBupati Sidoarjo Tahun 2015

TABEL 4.6

Data Pengguna Surat Suara pada Pemilihan Bupati Sidoarjo Tahun 2015

Jumlah Surat

Suara
No | emmain | cogmgun o | JEPEID | T | Sre e
(2+3+4) dan/Keliru Digunakan
Coblos
1 Tarik 48.984 5 15.747 33.232
2 Prambon 56.452 41 17.876 38.535
3 Krembung 50.578 21 14.433 36.124
4 Porong 51.799 268 21.279 30.525
5 Jabon 40.050 3 17.182 22.865
6 | Tanggulangin 63.428 334 26.322 36.772
7 Candi 100.632 237 46.458 53.937
8 Sidoarjo 139.744 42 67.912 71.79%
9 Tulangan 67.072 21 20.757 46.294
10 Wonoayu 56.947 48 19.355 37.544
11 Krian 85.528 141 37.061 48.326
12 | Balongbendo 54,793 19 20.588 34.186
13 Taman 142.447 182 74.873 67.392
14 Sukodono 83.177 3 40.788 42.386
15 Buduran 64.054 22 27.922 36.110
16 Gedangan 84.305 13 42.032 42.260
17 Sedati 64.215 12 37.053 27.150
18 Waru 148.403 500 83.974 63.929

Sumber: Data KPU Sidoarjo Tahun 2015.
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Dari data Pengguna Surat Suara pada Pemilihan Bupati Sidoarjo Tahun

2015 diatas, Sidoarjo menjadi Penyumbang Jumlah Surat Suara yang

digunakan yaitu 71.770 diikuti Kecamatan Taman dengan jumlah 67.392.

kemudian untuk Kecamatan Waru 63.929.

Berikut ini adalah tabel 4.7 Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada

Pemilihan Bupati Sidoarjo Tahun 2015:

TABEL 4.7

Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Bupati Sidoarjo

Tahun 2015
Jumlah Suara Jumlah Suara Sah
No | Kecamatan Sah Seluruh Jumlah Sygrd dan Tidak Sah
Tidak Sah

Calon (1+2)
1 Tarik 30.991 2.241 33.232
2 Prambon 36.306 2.229 38.535
3 Krembung 34.590 1.534 36.124
4 Porong 28.759 1.493 30.252
5 Jabon 21.530 1.335 22.865
6 |Tanggulangin 35.049 1.723 36.772
7 Candi 50.214 3.723 53.937
8 Sidoarjo 67.319 4.471 71.79
9 Tulangan 43.688 2.606 46.294
10 Wonoayu 34.924 2.260 37.544
11 Krian 44.263 4.063 48.326
12 |Balongbendo 31.658 2.528 34.186
13 Taman 62.333 5.059 67.392
14 Sukodono 39.248 3.138 42.386
15 Buduran 33.975 2.135 36.110
16 Gedangan 39.830 2.430 42.260
17 Sedati 25.317 1.833 27.150
18 Waru 60.070 3.859 63.929

Sumber: Data KPU Sidoarjo Tahun 2015.
Data diatas menunjukan bahwa Kecamatan Waru menjadi

penyumbang Suara Sah Seluruh Calon terbanyak ketiga yaitu 60.070 setelah
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Sidoarjo 67.319 dan Taman 62.333. Sedangkan untuk Jumlah Suara Tidak
Sah Kecamatan Waru 3.859 setelah Kecamatan Taman 5.059, Sidoarjo
4.471, dan Taman 4.063.
Berikut ini adalah tabel 4.8 Data Pemilih Disabilitas/Penyandang Cacat
pada Pemilihan Bupati Sidoarjo Tahun 2015
TABEL 4.8
Data Pemilih Disabilitas/Penyandang Cacat pada Pemilihan Bupati

Sidoarjo Tahun 2015

Jumlah Pemilih
Jumlah Pemilin D;Zt;er:gaég Pczrt'y
No Kecamatan |Disabelitas/Pen .
yandang Cacat Mengdunakan
Hak Pilih

1 Tarik 0 0

2 Prambon 4 4

3 Krembung 2

4 Porong 14 12

5 Jabon 0 0

6 Tanggulangin 1 1

7 Candi 4 3

8 Sidoarjo 7 7

9 Tulangan 0 0

10 Wonoayu 3 3

11 Krian 2 2

12 Balongbendo 7 6

13 Taman 6 4

14 Sukodono 0 0

15 Buduran 7 6

16 Gedangan 4 3

17 Sedati 2 2

18 Waru 10 4

Sumber: Data KPU Sidoarjo Tahun 2015.
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Dari data yang ada diatas Jumlah Pemilih Disabilitas/Penyandang
Cacat di Kecamatan Waru berjumlah 10 orang lebih sedikit dibandingkan
Porong dengan jumlah 14 orang, kemudian diikuti Sidoarjo 7 orang,
Balongbendo 7 orang, Buduran 7 orang, dan Taman 6 orang.

Namun jumlah Pemilih Disabilitas/Penyandang Cacat yang
Menggunkan Hak Pilih di Kecamatan Waru sebanyak 4 orang sama seperti
Kecamatan Prambon, dan Taman. Jumlah tersebut lebih sedikit jika
dibandingkan dengan Porong 12 orang, Sidoarjo 7 orang, Balongbendo 6

orang, dan Buduran 6 orang.
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Berikut ini adalah tabel 4.9 Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan
Calon Bupati Sidoarjo Tahun 2015
TABEL 4.9

Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Sidoarjo Tahun

2015
Kecamatan H. MG. Hadi Sutjipto, SH M.M.| H. Utsman Ikhsan H. Saiful llah, S.H, M.Hum. Dan | Warih Andonp_, S.H dan
No dan H. Abdul Kolik, S.E dan lda Astuti, S.H | H. Nur Ahmad Syaifuddin, S.H | H. Imam Sugiri, ST, MM
1 Tarik 5.345 2148 22352 1.146
2 | Prambon 13.694 1928 19.765 919
3 | Krembung 7.654 2073 24,092 mn
4 Porong 11.341 1.450 15.071 897
5 Jabon 3.803 962 16.166 599
6 |Tanggulangin 12.684 1491 19.889 985
7 Candi 14.907 4.367 28.654 2.286
8 | Sidoarjo 24.569 5.682 33.136 393
9 | Tulangan 13472 1402 26.978 1.836
10 | Wonoayu 5.491 2.215 26.168 1.050
1 Krian 10.19% 3.649 28.179 2.239
12 |Balonghendo 5322 2.35% 22.745 1.241
13| Taman 15.221 10.637 31.040 5.435
14| Sukodono 10.748 372 22.760 2.018
15| Buduran 9.025 2124 21.248 1578
16 | Gedangan 8.287 6.703 22.251 2.589
17| Sedati 5.821 3410 14.174 1939
18 Waru 14.834 8.062 29.970 7.204

Sumber: Data KPU Sidoarjo Tahun 2015.

Jumlah masyarakat Kecamatan Waru dalam daftar pemilih tetap pada
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjoa tahun 2015 berjumlah
144.604 orang dengan jumlah laki-laki 71.083 orang dan perempuan 73.521
orang sedangkan pemilih pemula hanya sebesar 381 orang. Namun pada
kasus pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 kecamatan Waru
merupakan penyumbang daftar pemilih tetap terbanyak di Sidoarjo. Namun

pada hasil rekaptulasi akhir pemilih di Kecamatan Waru pengguna hak pilih
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dalam daftar pemilih tetap turun menjadi 62.493 suara dari jumlah awal
pemilih tetap 144.604 lebih rendah dari Kecamatan Taman dan Sidoarjo
yang jumlah daftar pemilih tetapnya di Kecamatan Taman 138.902 dan
Sidoarjo sebanyak 136.482 pemilih tetap namun pengguna hak pilih
masing-masing kecamatan lebih besar dibandingkan dengan Kecamatan
Waru yaitu: Taman 66.761 dan Sidoarjo 69.834 pengguna hak pilih.

Untuk mengetahui data penggunaan surat suara di Kecamatan Waru
dapat dilihat pada table sebagai berikut:

TABEL 4.10

Data Pengunaan Surat Suara Kecamatan Waru

No | DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA JUMLAH
KECAMATAN WARU

1. | Jumlah surat suara yang diterima termasuk  cadangan 25% 148403
(2+3+4)

2. | Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak 500
dan keliru coblos

3. | Jumlahsurat suarayang tidak digunakan 83974

4. | Jumlahsurat suara yang digunakan 63929

Sumber : Data KPU Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015
Dari data jumlah surat suara pada table diatas dapat disimpulkan bahwa
jumlah surat suara yang digunakan lebih sedikit dibandingkan jumlah surat
suara yang tidak digunakan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
partisipasi pemilih di kecamatan Waru pada pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Sidaorjo tahun 2015 jumlahnya rendah jika dibandingkan dengan

Kecamatan Taman dan Sidoarjo. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan
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warga akan partisipasi mereka terhadap politik seperti pada saat pemilihan

umum.

B. Analisis Data
1. Relasi antara Pendidikan Politik dan Partisipasi Politik Pemilih di
Kecamatan Waru

Pendidikan politik mempunyai peranan penting dengan membentuk
kualitas individu yang sadar akan hak dan kewajibannya didunia
perpolitikan maupun partisipasinya dipemilu. Relasi antara pendidikan
politik dan partisipasi politik yang baik akan memunculkan individu yang
memiliki tanggung jawab dan secara aktif mengikuti perkembangan yang
di perpolitikan. Partisipasi politik yang tidak di dasari oleh pendidikan
politik akan memunculkan individu yang tidak memiliki rasa tanggung
jawab dan tidak memiliki bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban
untuk bersama menentukan arah jalannya demokrasi dinegaranya.

Oleh karena itu adanya pendidikan politik diharapkan mampu
menjadikan individu-individu agar bertanggung jawab dan cerdas dalam
menyikapi perpolitikan yang ada.

Namun pada contoh kasus partisipasi pemilih yang ada di Kecamatan
Waru seperti dengan hasil temuan penelitian bisa disimpulkan masih
terpengaruh oleh kebiasaan dan hanya sekedar mengikuti tanpa ada
pemahaman mampu serta rasa tanggung jawab. Pastinya kebiasaan seperti

ini menjadi penghambat demokrasi rakyat, pemahan individu yang
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bertanggung jawab terhadap aspirasinya. pemilu merupakan salah satu cara
untuk menyalurkan hak politik bagi setiap individu. Kurangnya
pemahaman akan pentingnya partisipasi warga di kecamatan Waru ini
menjadi penyebab penyumbang suara yang masih rendah. Hal itu
dibuktikan penelitian dilakukan, dimana rata-rata dari mereka mengaku
pada waktu pemilihan ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi
mereka seperti sekedar ikut-ikutan. Kurangnya kepercayaan kepada
mereka yang mencalonkan seebagai Bupati dan Wakil Bupati menjadi
salah satu faktor penghambat rendahnya partisipasi warga.

a. Kebiasaan dan ikut-ikutan

Ikut serta memilih berdasarkan kebiasaan dimana partisipasinya secara
terulang-ulang karena kegiatan yang sama saat-saat ada pemilihan umum
berlangsung. Bukan karena adanya paksaan maupun dorongan dari pihak-
pihak tertentu. Adapun pemilih yang hanya sekedar ikut-ikutan dalam
berpartisipasi menyumbangkan suara pada pemilu.

Jika dilihat dari faktor warga yang ikut dalam berpartisipasi di pemilu
kemarin, ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi mereka
sehingga dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya pendidikan politik
warga menciptakan gaya berpartisipsi yang sekedar ikut-ikutan, dan adanya
pengaruh dari lingkungan atau individu-individu lainnya. Dengan
pendidikan politik diharapkan dapat membangun generasi sadar politik akan
hak dan kewajibannya sebagai warganegara sehingga dapat memperkecil

angka warga yang tidak berpartisipasi pada pemilu. Karena menurut
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pendapat Miriam Budiardjo pada bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik
mengatakan bahwa dinegara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa
lebih banyak partisipasi masyakat lebih baik.>> Sebaliknya jika tingkat
partisipasi masyarakatnya rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda
yang kurang baik. Jika dihadapkan pada contoh kasus pemilihan Bupaditi
dan Wakil Bupati Sidoarjo tahun 2015 di kecamatan Waru, sangat jelas
sekali masih berada pada tingkat partisipasi rendah dan masih kurang baik
untuk suatu bentuk Negara demokrasi.

Ada juga warga yang berpartisipasi karena mengikuti dan rasa ingin tau
tanpa didasari pemahaman dan akan pentingnya hak pilih mereka pada
waktu pemilu. Meskipun jumlah partisipannya tidak sebanding dengan
jumlah pemilih tetapnya.

Narasumber yang saya temui satu ini bernama Shinta Usia 20
merupakan pemilih pemula di Kecamatan Waru. Waktu masih duduk
dibangku sekolah menengah atas dan pada pemilihan Bupati di Sidoarjo
tahun 2015 lalu baru pertama kalinya dia mengikuti pemilihan umum untuk

menyalurkan kewajibanya sebagai warga negara.

“saya cuma ngikut saja pada waktu itu karena pingin tahu
bagaimana sih rasanya ikut coblosan dan rasanya itu bangga banget
karena bisa ikut langsung memilih”.%®

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa di

Kecamatan Waru masih ada warga yang mengikuti pemilu hanya karena

55 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar ilmu politik (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama;
2008) . 369

% Wawancara dengan Saudari Shinta (20 Tahun) pada hari senin, tanggal 9 juli
2018.
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sekedar ikut-ikutan bukan karena sedaran atau karena faktor pengetahuan
lainnya.
b. Pendekatan Rasional

Pendekatan rasional biasanya berlaku kepada individu yang merasa
memiliki kedekatan dengan kandidat ataupun lainnya, dimana melahirkan

partisipasi yang berdasarkan merasa sesama atau senasib.

Wawancara selanjutnya dipaparkan oleh Saudara Rohman berusia 23
tahun merupakan mahasiswa di suatu universitas yang ada di Surabaya.
“waktu pemilihan lalu saya milih pasangan Saifulillah dan Nur
Syaifuddin karena pendirian dan akhlak yang bagus sama
organisasinya seluruh pondok-pondok banyak yang mengenal
beliau, Beliau juga sering mengadakan manakib di setiap ulang

tahun Sidoarjo, kalau berkaitan dengan organisasi Nu beliau selalu
hadir”.>’

Dari apa yang telah disampaikan oleh narasumber diatas pendekatan
emosioanal menjadi faktor pendorong partisipasi pemillih dalam pemilihan
Bupati di Kecamatan Waru tahun 2015 . Kesadaran dan rasa tanggung
jawab sebagai warga Negara yang baik menjadi pengaruh partisipasi
pemilih dalam pemilihan umum.

c. Lingkungan dan Paksaan

Lingkungan pada saat ini sangat berpengaruh dalam menciptakan pola

pikir maupun tindakan-tindakan individu. Tidak menutup kemungkianan

juga dalam partisipasi politik adanya lingkungan dan paksaan dari pihak-

pihak yang terkait dapat memberikan dorongan terhadap partisipasi politik

57 Wawancara dengan Saudara Rohman (23 Tahun) pada hari selasa, tanggal 10
juli 2018.
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individu. Jadi lingkungan pergaulan memiliki peran penting dalam
mendorong maupun menghambat individu dalam berpartisipasi di pemilu.
Secara tidak langsung sadar ataupun tidak sadar lingkungan ikut serta dalam
pembentukan pribadi individu, maka tidak menutup pula dalam menyikapi
politik sesuai dengan yang dianut oleh lingkungan tersebut.

Pada kehidupan masyarakat ada sauatu hal yang tidak bisa dipisahkan
yaitu adanya perbedaan mengenai cara berpendapat pastinya setiap
individu memiliki pola pemikiran dan sudut pandang yang berbeda dalam
setiap persoalan. Di Kecamatan Waru hampir sepenuhnya belum begitu
paham dan mengerti saat menyalurkan aspirasi politiknya. Rata-rata bagi
warga memilih adalah kebiasaan yang harus dilakukan hanya karena alasan
mereka sebagai Waga Negara Indonesia bukan karena alasan yang lain.
Adapun pemberian suara karena hanya ingin memilih saja, atau atas
dorongan orang lain. Hal ini dibuktikan dengan bertemu salah satu
narasumber yang bernama Bpk. Waras beliau adalah seorang pekerja
bangunan berusia 47 tahun. Dimana ia memaparkan sebagai berikut :

“Saya ikut memilih pada pemilahan bupati yang lalu karena di suruh

milih sama orang-orang ya saya berangkat ke Tps dan pokoknya

milih gak tau siapa yang saya pilih pokoknya ikut”. °

Dari suatu data yang diperoleh seperti apa yang telah dipaparkan oleh
narasumber diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa di kecamamtan waru

masih kurang begitu memahami pentingnya pemberian suara pada pemilu.

%8 Wawancara dengan Pak Waras (47 Tahun) pada hari rabu, tanggal 4 juli 2018.
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Dan mungkin masih banyak di kalangan masyarakat yang tidak mengerti
pentingnya partisipasi mereka dalam pemilu.

Maka oleh sebab itu ketika pemilihan Bupati Sidoarjo tahun 2015 di
Kecamatan Waru berlangsung sebagian besar dari mereka saat berpartisipasi
hanya karena pengaruh dari luar tidak memiliki tujuan yang begitu jelas.
Kurangnya pengetahuan politik menjadikan warga di Kecamatan waru
rendah dalam berpartisipasi politik pada pemilihan umum Bupati Sidoarjo
tahun 2015, Kebiasaan yang ada di Kecamatan Waru bertentangan dengan
pendidikan politik yang mempengaruhi partisipasi pemilih. Dimana
pendidikan politik bertujuan untuk membentuk individu yang melek politik
diberikannya pendidikan politik bagi individu diharapkan dapat menjadi
yang cerdas, Kritis, dan bertanggung jawab.

Dari banyaknya individu yang tidak mau tahu tentang pemilu maka
mempengaruhi hasil dari rekaptulasi akhir dimana lebih banyak yang tidak

hadir ke TPS karena alasan-alasan tertentu.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik
Pemilih di Kecamatan Waru pada Pemilihan Bupati Tahun 2015.
a. Kesibukan kegiatan sehari-hari.
Di kecamatan Waru hampir sebagian besar warganya adalah pengusaha
dan buruh pada pabrik sedikit dari mereka yang bekerja pada instansi
pemerintah. Lingkungan yang terdiri dari pengusaha dan buruh pabrik

menjadikan rendahnya partisipasi mereka dalam pemilu, karena mereka
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lebih  memilih  menyelesaikan pekerjaan mereka terlebih dahulu
dibandingkan dengan dengan pertisipasi mereka pada pemilu bagi
pengusaha begitupun sebaliknya bagi para buruh pabrik lebih memilih
mengambil lemburan di tanggal merah dibandingkan jika harus
berpartisipasi pada pemilu. Pertimbangan mereka terdapat pada untung rugi
ketika pekerjaan itu mereka tinggal seperti contoh satu hari saat itu yang
semula barang akan jadi dan siap kirim akan terhambat oleh adanya pemilu.
Jika kemudian hal ini dibiarkan terjadi maka pengusaha tersebut akan
mengalami kerugian. Karena pada pandangan mereka ikut serta dalam
pemilu tidak merubah apapun pada kehidupan mereka dan kalau mereka
tidak bekerja maka tidak ada yang membayarnya. Jadi mereka lebih
memilih pekerjaan disbanding berpartisipasi pada pemilu.

Perlu diketahui kita bersama bahwa kegiatan sehari-hari masyarakat
kecamatan waru hampir semuanya adalah pengusaha dan buruh pabrik,
maka dari kegiatan sehari-hari tersebut menjadi alasan bagi mereka untuk
tidak berpartisipasi dalam pemilihan Bupati Sidoarjo lalu adapun beberapa
alasan yang mempengaruhi partisipasi mereka diantaranya lebih memilih
pekerjaan dibandingkan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sebab yang
dipaparkan oleh saudara Hadi usia 23 tahun buruh pabrik yang bekerja
dikawasan berbek industri

“kalau saya memilih hadir dalam pemilu ya.. belum tentu nasib saya
akan dibantu oleh pemerintah mending lembur aja mas dapat gaji
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dari pada ikut pemilu belum tentu dapat uang dari pemerintah rugi
mas satu hari kalau saya tinggal”. %°

Dari pernyataan yang dipaparkan oleh saudara Hadi dapat ditarik
kesimpulan bahwa masih ada masyarakat yang lebih mementingkan
pekerjaan dari pada berpartisipasi politik. Dengan alasan jika memilih
berpartisipasi dalam pemilu maka akan rugi karena tidak mendapatkan gaji
karena pemilu baginya tidak artinya karena tidak mendapatkan uang secara
langsung saat berpartisipasi dalam pemilu.

b. Kurangnya pengetahuan tentang politik

Pengetahuan tentang pentingnya pemilu bagi masing-masing individu
sangat penting untuk diberikan. Dalam demokrasi modern yang
menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat yang ditentukan
sendiri oleh rakyat. Untuk menentukan siapakah yang berwenang mewakili
rakyat maka dilaksanakanlah pemilihan umum. Pemilihan umum adalah
suatu cara memilih pemimpin maupun wakil-wakil rakyat yang akan duduk
dilembaga tertentu serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara
dalam bidang politik.

Minimnya pengetahuan politik menjadi salah satu penghambat
partisipasi warga di Kecamatan Waru. Karena rata-rata dari mereka saat
pemilu diadakan lebih memilih untuk tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu
karena beberapa alasan, hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh

Maribath dan Goel dalam bukunya Sahya Anggara Sistem Politik Indonesia

59 Wawancara dengan Saudara Hadi (23 Tahun) pada hari sabtu, tanggal 7 juli
2018.
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dimana partisipasi politik seperti ini adalah bentuk partisipasi apatis yaitu,
orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.®
berangkat dari teori tersebut maka di kecamatan Waru masih ada warga
yang menarik dirinya dari politik yang menyebabkan ketidak ikut
sertaannya pada pemilu lalu. Adanya pendidikan politik ditujukan untuk
pembentukan sikap, keyakinan, watak, dan kepribadian yang brdasarkan
nilai-nilai politik yang baik. Dalam pendidikan politik bukan hanya
pemahaman peristiwa-peristiwa politik dan konflik yang diutamakan, akan
tetapi justru menekankan aktivitas politik secara sadar dan benar, sesuai
dengan asas-asas demokrasi sejati.! Dengan demikian setiap individu
dituntut untuk bijak dan aktif dalam mengambil keputusan.

Berpacu pada sikap yang dilakukan oleh individu dalam mengambil
keputusan keikutsertaannya maupun ketidak ikutsertaannya pada pemilu
tidak lepas dari kesadaran diri sendiri terhadap pentingnya pemilu maupun
pengaruh dari luar. Berdasarkan temuan di lapangan, pemiliih di Kecamatan
Waru ada yang berpartisipasi hanya sekedar meniru atau ikut-ikutan
kebiasaan pada saat pemilu, seperti ikut hadir dan memilih tanpa ada
pengetahuan yang menimbulkan bahwa suara dari mereka dibutuhkan. Hal
ini selaras seperti pendapat yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff pada

teori sosialisasi politik yang mengatakan seseorang individu meniru

60 Sahya Anggara, Sistem Politik Indonesia (Bandung, CV Pustaka Setia: 2013).
152

61 Kartini Kartono, Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang
Dewasa, (Bandung: CV. Mandar Maju 2009). 81
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terhadap tingkah laku individu lainnya atau biasa disebut sebgai Imitasi.®?
Jika dilihat dari teori partisipasi politik pendapat tersebut sama seperti apa
yang telah dikemukakan oleh Milbath dan Goel Spectator yaitu, orang yang
setidak-tidaknya pernah ikut berpartisipasi dalam pemilu.%

Adapun pendidikan yang diberikan kepada para pemilih tentang
pentingnya partipasi mereka dalam pemilihan umum dengan tujuan untuk
menciptakan individu yang paham akan politik. Namun kurangnya
pengetahuan individu terhadap pemillu dapat mempengaruhi partisipasi
masyarakat dalam pemilihan umum. Seperti halnya apa yang telah
dipaparkan oleh narasumber Saudara Samsul usia 32 tahun seorang
karyawan pengerajin sandal.

“lah ngapain mas ruwet-ruwet datang mau nyoblos, wong nyoblos sama

gaknya itu gak ada bedanya, ya gak ngefek apa-apa, datang kesana

nyoblos ya percuma gak dapat uang”.%

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan
tentang pemilu masih sangat minim sekali bahkan dengan apa yang telah
disampaikan narasumber diatas dapat ditarik kesimpulan ternyata masih ada
orang yang beranggapan bahwa kehadirannya pada pemilihan umum tiada

artinya. Dia juga memaparkan bahwa kalau dia datang dan ikut serta dalam

62 Elly dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group 2013), 173

63 Sahya Anggara, Sistem Politik Indonesia (Bandung, CV Pustaka Setia: 2013).
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64 Wawancara dengan Saudara Samsul (32 Tahun) pada hari kamis, tanggal 5 juli
2018.
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pemilu tidak mendapatkan uang. Padahal pemilu itu menentukan arah

pembangunan disuatu tempat.

c. Lingkungan

Menurut Elly dan Usman Kolip faktor pendorong dan penghambat
partisipasi seseorang dalam pemilu adalah karena adanya pengaruh dari luar
seperti, keluarga, lingkungan, sekolah, media masa, dan partai politik.
keluarga merupakan suatu unsure terkecil dari suatu lembaga di masyarakat
jadi, peran keluarga juga berpengaruh dalam proses pendidikan politik yang
menumbuhkan kesadaran bagi individu akan pentingnya keterlibatannya
dalam politik baik itu pada saat pemilu. Proses pendidikan politik di
keluarga sering sekali terjadi transfer-transfer nilai pengetahuan baik itu
dalam politik.®> Seperti yang ada di kecamatan Waru dimana apapun
tindakan yang dilakukan oleh kepala keluarga akan ditiru dan diikuti oleh
anggota keluarganya. Kebetulan saat itu dilakukan penelitian terhadap
individu dilapangan yang tidak ikut serta dalam pemilihan Bupati Sidoarjo
tahun 2015 lalu, sikap tersebut diambil karena mengikuti apa yang
dilakukan oleh kepala keluarga selaku pemimpin di keluarganya. Keluarga
tersebut lebih memilih liburan saat pemilu jika dibandingkan harus
berpartisipasi pada pemilu, hal ini kemudian di dasari oleh alasan yang

begitu kuat. Karena pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tahun

& Elly dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group 2013), 180
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2015 lalu tidak ada dari salah satu pasangan calon yang visi-misinya selaras
seperti apa yang diinginkan oleh kepala keluarga tersebut.

Lingkungan pekerja dalam hal ini ikut juga mempengaruhi individu
dalam partisipasi politik saat pemilu. Terjadinya perubahan-perubahan
struktur kelas sosial sebagai akibat terbentuknya kelas menengah dan
pekerja yang akhirnya membawa perubahan-perubahan partisipasi politik
mereka.®® Lokasi TPS yang jauh dari rumah juga merupakan salah satu
faktor penghambat partisipasi politik di Kecamatan Waru seperti warga
perumahan yang gengsi untuk mendatangi TPS yang menjadi satu dengan
warga kampung. Sehingga berdampak pada ketik ikut sertaan dalam pemilu
atau memilih golput.

Sosialisasi Pendidikan Politik untuk memberikan pemahaman tentang
pentingnya partisipasi pemilih pada saat menjelang pemilu maupun
pemahaman tentang politik. sedangkan sosialisasi politik adalah proses
menyebar luaskan informasi-informasi politik dalam rangka mempengaruhi
seseorang atau public agar berbuat sesuatu yang dikehendaki oleh pihak
yang member sosialisasi.

Sosialisai dan pendidikan politik sangat perlu untuk disampaikan
kepada masyarakat karena dengan cara itu individu bisa tau apa yang
menjadi tanggung jawab mereka. Seperti apa yang telah dilakukan oleh
KPU Kabupaten Sidoarjo dimana sangat gencar sekali dalam memberikan

Sosialisasi kepada masyarakat yang tempat tinggalnya terpencil hingga ke

 Komarudin Sahid, Memahami Sosiologi Politik (Bogor: Ghalia Indonesia;
2011). 185
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perkotaan sampai kesekolah , kampus, dan pengajian-pengajian. Namun hal
ini juga masih kurang mendapat perhatian dari masyarakat Sidoarjo tentang
betapa pentingnya pemilu, seperti halnya yang telah disampaikan oleh Bpk.
Iskak selaku bagian humas dan sosialisasi di KPU Sidoarjo. Beliau
memaparkan
“masih banyak sekali kendala yang harus dilewati dan menjadi Pr
dari KPU kabupaten Sidoarjo, karena banyak dari masyarakat
Sidoarjo yang masih belum menggunakan hak pilih mereka dalam
pemilihan Bupati tahun 2015 yang lalu, sosialisai banyak dilakukan
mulai dari mendatangi pengajian hingga mengandeng ormas-ormas
yang ada di masyarakat, namun yang menjadi kendala adalah
pemilih di tingkat perkotaan karena banyak sekali perumahan.
Karena masing-masing keluarga yang tinggalnya di perumahan
sangat gengsi sekali untuk datang ke Tps yang sudah disediakan di
kampung-kampung. Dan juga jalan baru yang memisahkan antara
perumahan dan kampung-kampung”.®’
Dari apa yang telah disampaikan oleh pihak KPU Kabupaten Sidoarjo dapat
ditarik kesimpulan bahwa mereka telah melakukan tugasnya dengan sebaik
mungkin. Dimana mereka terus berupaya untuk memberikan pendidikan
politik dan sosialisasi politik dikalangan masyarakat Sidoarjo dengan tujuan
terbentuknya masyarakat yang sadar akan makna pemilihan umum sehingga
tercipta individu yang melek politik dan bisa bertanggung jawab atas
partisipasi politiknya.
d. Kurangnya Kepercayaan Kepada para Kandidat.
Sikap golput masih menjadi pilihan terbaik dalam pemilu ketika seorang

individu menurutnya tidak ada pasangan calon yang sesuai memperjuangan

visi misinya seperti apa yang diinginkan. Ada banyak cara individu untuk

67 Wawancara dengan Pak Iskak, ( Tahun) pada hari rabu, tanggal 16 Mei 2018.
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memilih sikap golput dalam pemilu baik itu pemilu tingkat kabupaten/kota
ataupun Negara. Ketidak percayaan seseorang kepada kandidat juga menjadi
faktor penghambat yang mempengaruhi rendahnya partisipasi warga
kecamatan Waru pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tahun
2015. Sikap golput sendiri menurut A. Rahman H.I adalah kelompok apatis
karena menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari sesuatu
hal yang di cita-citakan.®® Pada penelitian terdapat temuan yang
memberikan alasan kalau pada pemilihan Bupati, Walikota, dan Gubernur
lebih mengambil sikap untuk tidak berpartisipasi dan memilih golput karena
program-program yang diberikan oleh kandidatnya tidak jelas dan jika
terpilin masih sedikit perubahan-perubahan yang diberikan sama seperti
tahun-tahun sebelumnya yang ada hanya janji.

Pemahaman arti demokrasi yang luas juga memunculkan beberapa
pendapat maupun pola pikir yang berbeda antara satu individu dengan yang
lain mengenai politik. hal ini dibuktikan dengan munculnya beberapa
perilaku individu dalam berpartisipasi saat pemilu seperti memberikan suara
ataupun memilih jalan golput.

Golput adalah singkatan dari Golongan Putih yaitu orang-orang yang
tidak menggunakan hak pilihnya dalam proses Pemilihan Umum, baik
karena sengaja maupun karena penyebab lainnya. Karena putih identik
dengan bersih, yaitu bersih dari segala noda-noda dalam proses pemilu

tersebut.

6 A Rahman H.I, Sistem Politik Indonesia (Jakarta: Graha IImu 2007). 288
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Seperti halnya yang sudah dikatakan dengan cara mewawancarai salah
satu warga di Kecamatan Waru Beliau adalah Bpk. Sali seorang pengusaha
dari kecamatan Waru yang berusia 65 tahun.

“Saya tidak datang ke Tps waktu pemilihan Bupati tahun lalu

karena Program yang dibawakan tidak jelas, contohnya masih

banyak sekali jalan-jalan yang rusak di kota sana seperti jalan dari

arah porong.”.%°

Golput merupakan suatu jalan atau tindakan yang diambil oleh individu
sebagai perilaku politik. Dimana langkah ini dianggap lebih efisien dan
sebagai sarana ungkapan yang hendak dipilih olehnya. Sebagai contoh
diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di Kecamatan Waru masih ada

pihak yang memilih jalan golput sebagai ungkapan politiknya.

89 Wawancara dengan Pak Sali (56 Tahun) pada hari sabtu, tanggal 26 mei 2018.



BAB V
PENUTUP
A.Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 1V
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Relasi antara pendidikan politik dan partisipasi politik yang
kurang mengakibatkan minimnya pemahaman pendidikan
politik bagi masyarakat Kecamatan Waru mengakibatkan
rendahnya partisipasi politik pada pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Sidoarjo tahun 2015 tentunya hal ini sangat
memprihatinkan. Pendidikan politik yang minim mempengaruhi
partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Waru sehingga
melahirkan partisipasi politik yang hanya berdasarkan kepada
sekedar ikut-ikutan, pendekatan rasional yang kurang,
lingkungan, dan paksaan bukan karena kesadaran individu.

2. Rendahnya partisipasi pemilih di Kecamatan Waru pada
pemilihan Bupati tahun 2015 lalu tentunya di pengaruhi oleh
beberapa alasan masyarakat. Beberapa faktor yang
mempengaruhi  adalah  kesibukan kegiatan  sehari-hari
masyarakat Kecamatan Waru menjadi alasan mengapa
rendahnya partisipasi pemilih pada pemilihan Bupati Sidoarjo

tahun 2015 seperti contoh kesibukan pekerjaan yang tidak bisa
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di tinggal. Kurangnya pengetahuan tentang partisipasi politik
menjadikan minimnya pengetahuan, salah satu penghambat
partisipasi masyarakat di Kecamatan Waru karena rata-rata dari
mereka saat pemilu diadakan lebih memilih untuk tidak hadir
hal demikian terjadi karena kurangnya pemahaman individu
terhadap pemilu dan kurangnya kesadaran individu terhadap
pentingnya partisipasi mereka saat pemilu. Lingkungan
perumahan dan perkampungan menjadikan salah satu faktor
pengaruh rendahnya partisipasi pemilih masyarakat Kecamatan
Waru pada pemilu Bupati Sidoarjo tahun 2015. Kurangnya
kepercayaan kepada kandidat juga menjadi salah satu faktor
rendahnya partisipasi pemilih di Kecamatan Waru pada
pemilihan Bupati tahun 2015 karena pada hal ini masyarakat
lebih memilih untuk tidak hadir dalam pemilihan umum atau

biasa disebut golput.



81

B. SARAN
Saran yang akan disampaikan oleh peneliti akan hal ini

adalah:

1. Seharusnya masyarkat di Kecamatan Waru harus lebih
meningkatkan partisipasinya dalam pemilihan-pemilihan umum.
Karena memilih merupakan bagian kecil dari penyaluran hak politik
bagi setiap individu yang berada dinegara demokrasi. Mengingat
bahwa Kecamatan Waru merupakan penyumbang pemilih tetap
terbanyak diKabupaten Sidoarjo.

2. Masyarakat diKecamatan Waru menurut  peneliti  harus
memperhatikan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik yaitu
dengan cara ikut serta saat diadakannya pemilihan umum. Karena
menurut hasil penelitian sebagian warganya masih mementingkan
aktivitas sehari-hari dibandingkan harus berpartisipasi dalam
pemilihan umum. Kurangnya pengetahuan individu mengenai
pemilu juga merupakan faktor penghambat partisipasi pemilih. Maka
dari itu perlu diadakannya pendidikan politik terutama mengenai
pemilihan umum bagi masyarakatnya dan kalau bisa diberikan
sosialisasi-sosialisasi mengenai pemilu dikalangan masyarakat baik
itu pemilih tetap maupun bagi pemilih pemula. Karena pemilihan

umum sebagai sarana penyaluran apresiasi politik.
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